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ABSTRAK

Nama : Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan dan Pengelolaan

Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi pengembang dalam
pembangunan dan pengelolaan Apartemen Setiabudi Residences. Tujuan
penelitian guna mengetahui apakah pengembang telah mematuhi seluruh
ketentuan tentang rumah susun. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian
kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder dan tertier.
Pembangunan apartemen telah memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan,
namun perubahan tampak dan layout lobby tidak sesuai dengan IMB. Jual beli
satuan rumah susun dilakukan, sebelum bangunan selesai berdasarkan pemesanan,
namun isi surat pesanan belum sesuai dengan Kep. MENPERA
No.11/KPTS/1994. Pengembang selaku perhimpunan penghuni sementara
melakukan pengelolaan dengan menunjuk badan pengelola profesional dan telah
membantu pembentukan perhimpunan penghuni yang defenitif.

Kata kunci :

Masalah hukum pembangunan rumah susun, dan pengelolaan Apartemen
Setiabudi Residences
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ABSTRACT

Nama : Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.
Study Program : Magister of Notary
Title : Legal Problems in the Construction and Management of

Apartment Setiabudi Residences

This thesis emphasize on the problems facing throughout the construction and
management of Apartment Setiabudi Residences. The purpose of this study is to
find out whether the developer already fulfills all the requirements related to
constructions and management of a strata title building. This study using
documentary researched from primary, secondary and tertiary sources. The
construction process already fulfill all the licenses required, however the changed
of lobby layout is violate the Building Permit. The marketing of the apartment had
been made before the constructions finished (pre project selling) through reserve
system, however contents of the booking form is not comply with the Ministry of
Housing Decree (Kep. MENPERA) No. 11/KPTS/1994. As the interim Owner
Association, developer had managed the apartment through an appointed
professional building management and helped to established definitive owners
association.

Key words :
Legal Problems in the Construction of Apartment, and Management of Apartment
Setiabudi Residences
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai

peranan yang sangat strategis sebagai tempat dimana watak dan kepribadian

bangsa terbentuk. Oleh karenanya perlu dibina dan dikembangkan demi

kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat agar

tercipta manusia Indonesia yang mandiri dan produktif. Untuk itu, rumah tidak

dapat dilihat semata-mata sebagai sarana kebutuhan hidup saja, akan tetapi lebih

dari itu karena merupakan proses bermukim seseorang dalam menciptakan ruang

kehidupan untuk masyarakat dan dirinya, dalam rangka menempatkan jati

dirinya.1

Bagi bangsa Indonesia, rumah merupakan hak konstitusional dan

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat. Rumah adalah suatu bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan

harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Oleh karenanya

perencanaan dan perancangan rumah harus dilakukan untuk menciptakan rumah

yang layak huni yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh

masyarakat dan pemerintah, dan bertujuan untuk menigkatkan tata bangunan dan

lingkungan yang terstruktur.2

Laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mengakibatkan kebutuhan

akan perumahan dan pemukiman juga meningkat dan peningkatan tersebut tidak

sebanding dengan luasan lahan yang tersedia, khususnya di kota-kota besar.

Keterbatasan lahan yang tersedia untuk dijadikan daerah pemukiman di daerah

perkotaan mengakibatkan tingginya harga tanah. Untuk itu, sebagai alternatif

pemecahan masalah perumahan dan pemukiman maka pembangunan perumahan

di daerah padat atau perkotaan mulai mengarah pada pembangunan perumahan

1 Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2007) hal. 1.

2
Indonesia, Undang-undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, UU No. 1

Tahun 2011, LN No. 7 Tahun 2011, TLN No. 5188, Pasal 1 ayat (7).
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secara vertikal atau struktur bertingkat yang dikenal dengan istilah rumah susun,

kondominium ataupun apartemen. Dengan pembangunan rumah susun tersebut,

penggunaan tanah dapat ditekan sehingga akan menyediakan lahan terbuka yang

lebih luas di wilayah kota dan juga dapat digunakan untuk menata kembali atau

melakukan peremajakan daerah-daerah kumuh.

Pembangunan rumah susun berkaitan erat dengan strategi pembangunan

wilayah dan langka atau mahalnya harga tanah terutama di daerah perkotaan.

Untuk itulah pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah

kebijaksanaan untuk pembangunan rumah susun dengan pemilikan bersama yang

dibagi-bagi atas bagian-bagian dalam arah horisontal maupun vertikal yang dapat

dihuni dan dimiliki secara terpisah yang dibangun diatas tanah milik bersama.3

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan rumah

susun di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah

Susun (selanjutnya disebut UURS). Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh

suatu pemikiran bahwa pembangunan perumahan, khususnya rumah susun tidak

hanya meliputi pembangunan fisik saja, tetapi harus juga dilengkapi dengan

prasarana lingkungan dan fasilitas sosial untuk mencapai tingkat pemukiman yang

fungsional guna menunjang mutu kehidupan manusia.

Didalam Pasal 1 ayat 1 UURS disebutkan bahwa Rumah Susun adalah

struktur bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi

dalam bagian-bagian yang fungsional structurize horizontal dan vertikal dan

terdiri dari unit yang dapat dimiliki secara individual dan dapat digunakan secara

terpisah, terutama untuk tempat tinggal, yang dilengkapi dengan bagian bersama,

sifat berbagi, dan berbagi tanah.4

Kehadiran UURS memberikan jawaban atas permasalahan padatnya

penduduk serta terbatasnya lahan di daerah perkotaan khususnya di wilayah DKI

Jakarta. Maraknya pembangunan rumah susun atau apartemen saat ini tidak hanya

diperuntukkan bagi golongan masyarat kelas atas akan tetapi juga mengarah

kepada kelas menengah dan kelas bawah yang dilengkapi dengan sarana dan

3 Cosmas Batubara, Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang
Tentang Rumah Susun, Varia Peradilan 3 (Desember 1985) hal. 190-191.

4
Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75

Tahun 1985, TLN No. 3318 Pasal 1 ayat (1).
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prasarana pendukung guna menciptakan pemukiman yang lengkap dan

fungsional, yang didalamnya tetap menggunakan sistem pemilikan perorangan

yang terpisah pada unit-unitnya yang diikuti dengan pemilikan bersama atas

bagian-bagian dan benda-benda dari bangunan tersebut dan hak bersama atas

tanah yang menjadi alas hak didirikannya bangunan-bangunan tersebut yang

semuanya merupakan satu kesatuan yang secara fungsional tidak terpisahkan. Hal

ini lebih dikenal dengan istilah strata title, yaitu system kepemilikan pada objek

yang terletak pada strata-strata yang berbeda-beda.5

Dalam Penjelasan UURS dijelaskan bahwa hak kepemilikan atas satuan

rumah susun merupakan kelembagaan hukum baru, yang perlu diatur dalam

undang-undang, dengan memberikan jaminan kepastian hukum kepada

masyarakat Indonesia. Dengan undang-undang tersebut diciptakan dasar hukum

hak milik atas satuan rumah susun yang meliputi:

a. Hak pemilikan perseorangan atas satuan rumah susun yang digunakan secara

terpisah;

b. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun;

c. Hak bersama atas benda-benda;

d. Hak bersama atas tanah;

yang seluruhnya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak

terpisahkan.6

Pembangunan suatu rumah susun harus memenuhi berbagai persyaratan

teknis dan administratif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UURS jo. PP.No.4

Tahun 1988 tentang Rumah Susun.7 Dibandingkan dengan pembangunan rumah

biasa (landed house), pembangunan rumah susun lebih detail karena memerlukan

persyaratan teknis dan administratif yang lebih berat sebab rumah susun di huni

oleh banyak orang, sehingga perlu dijamin keamanan, keselamatan dan

penghuniannya.8 Pengawasan, pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan

5 Ahmad Chairudin, “Beberapa Catatan Mengenai Pelaksanaan Sistem Strata Title Pada
Bangunan Gedung Bertingkat”, makalah disampaikan pada Program Khusus Pelatihan
Professional Property-Executive Short Course, Jakarta, 6 Juli 2007.

6
Indonesia, op.cit, Penjelasan Umum.

7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tantang Rumah Susun, PP No.4 tahun 1988, LN No. 75
tahun 1985, TLN No. 3372, Penjelasan Umum.

8 Arie S. Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2007) hal. 33.
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administratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan perizinan

mulai dari awal pembangunan, selesai pembangunan sampai dengan pembentukan

perhimpunan penghuni.

Arah kebijakan pembangunan rumah susun di Indonesia harus didasarkan

pada 3 konsep penting yaitu:

1. Konsep tata letak dan pembangunan perkotaan dengan menggunakan lahan

secara efisien dan optimal sehingga menciptakan perumahan yang harmonis

dan seimbang dalam suatu lingkungan yang sehat;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hak properti baru yang

nyata yang merupakan kepemilikan individual atas satuan rumah susun yang

didirikan diatas kepemilikan bersama dan tanah bersama. Disamping itu¸

lahirnya suatu asosiasi hukum baru yang dikenal dengan Perhimpunan

Penghuni yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dan merupakan suatu badan hukum yang akan bertindak mewakili para

penghuni untuk hal-hal yang menyangkut masalah internal dan eksternal, dan

bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara ketertiban serta

kedamaian didalam kehidupan bersama di rumah susun.

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha yang tercipta dari

kegiatan pemberian kredit kepemilikan rumah susun dengan hak tanggungan

atau fidusia atas tanah dan bangunan yang masih dalam tahap pembangunan.

Kehadiran rumah tinggal vertikal ini kian marak di kota-kota besar di

Indonesia dan belakangan ini memang menjanjikan banyak hal positif. Pada

umumnya rumah susun atau apartemen berada di tengah kota dan lokasinya

berdekatan dengan kantor, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, taman

bermain dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan lokasi yang strategis bayak hal

positif yang akan diperoleh penghuni, misalnya terhindar dari masalah kemacetan

lalu lintas, menghemat waktu untuk mencapai lokasi pekerjaan atau sekolah,

hemat bahan bakar (BBM), dan lain-lain.

Bagi masyarakat Indonesia, tinggal di rumah susun atau apartemen

merupakan suatu budaya yang baru. Apa lagi setelah pemerintah mencanangkan

Program Pembangunan Seribu Tower Rusunami (rumah susun sederhana milik),

maka tinggal di rumah susun bukan lagi menjadi “milik” kalangan atas semata,

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH UI, 2011.
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tetapi bagi kalangan karyawan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) per bulan sudah dapat tinggal di rumah susun atau apartemen.

Berkenaan dengan pembangunan rumah susun atau apartemen, banyak

orang yang hanya berpikiran pada masalah penyelesaian Sertipikat Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun (SHMRS). Mereka kadang lalai bahwa sistim strata

title merupakan suatu sistim yang harus memperhatikan berbagai aspek kegiatan,

mulai dari awal berbentuk kegiatan perencanaan pembangunannya, dilanjutkan

dengan pra penjualannya, kemudian pelaksanaan pembangunan, pemberian

jaminan kepastian hukum atas kepemilikan rumah susun, pembentukan

perhimpunan penghuni dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta

Tata Tertib Penghuni sebagai aturan main didalam kehidupan di rumah susun, dan

yang terakhir adalah kegiatan pengelolaannya.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara pengembang dan

pembeli dalam konsep strata title, sebaiknya dari awal telah disusun konsep

penjualan secara strata title yang mencakup segala aspek kegiatan yang harus

dilakukan. Dengan adanya konsep tersebut calon pembeli akan tahu terhadap

lingkungan yang akan dimasukinya nanti, tahu hak-haknya dan tahu akan

kewajiban-kewajibannya. Mereka juga akan tahu apa yang merupakan fasilitas

yang berstatus milik bersama dan mana fasilitas yang bukan milik bersama,

sehingga jika ada perbedaan pendapat akan ada acuan untuk menyelesaikannya.

Dalam setiap pembangunan rumah susun, tidak dapat di pungkiri akan ada

kepentingan-kepentingan pengembang terhadap bangunan gedung yang

dibangunnya yang akan tetap dipertahankan. Penyusunan konsep strata title harus

mencerminkan konsep yang merupakan aturan main dilingkungan rumah susun

dan bagaimana pengelolaan harus berjalan. Pertemuan awal dari kepentingan

pengembang dan kepentingan pembeli ini dituangkan dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB). Disinilah diatur awal pokok-pokok kesepakatan

dalam sistim strata title, antara lain yang akan dihadapi nanti khususnya yang

berkaitan dengan pembangunan rumah susun atau apartemen, serah terima unit,

masalah pengelolaan dan pembentukan perhimpunan penghuni.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli memuat hal-hal yang menyangkut hak dan

kewajiban pengembang maupun pembeli. Banyak pengembang tidak memahami
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atau malah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan

pembangunan rumah susun. Disamping itu, pembeli juga sering lupa bahwa ia

mempunyai hak suara secara proporsional untuk menentukan bagaimana gedung

akan dikelola. Pengembang dan Pembeli sebagai calon pemilik dan penghuni pada

pertemuan awal melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli harusnya sudah mulai

terikat kepada konsep kebersamaan yang akan mereka hadapi nanti. Terbentuknya

Perhimpunan Penghuni dan pengelolaan gedung merupakan bagian akhir dari

kegiatan penerapan sistim rumah susun. Sistim rumah susun dinyatakan telah

tuntas penerapannya jika Perhimpunan Penghuni yang dilengkapi dengan

perangkat aturan yang di kenal dengan Tatatertib Penghunian telah terbentuk dan

mampu mengoperasikan pengelolaan gedung dengan baik.

Penulis adalah karyawan dari perusahan pengembang yang telah

membangun apartemen kelas menengah keatas di daerah Kuningan, Jakarta

Selatan, dan mempunyai pengalaman yang nyata dalam pelaksanaan

pembangunan apartemen “Setiabudi Residences” dan terlibat langsung mulai dari

awal rencana pembangunan apartemen tersebut, sampai proses pembentukan

perhimpunan penghuni. Dalam penulisan tesis ini penulis akan mengungkapkan

pengalaman pribadi penulis baik dari sisi permasalahan yang dihadapi oleh

pengembang, permasalahan yang sering dihadapi oleh pembeli serta kendala-

kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan perhimpunan

penghuni.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis memilih topik untuk

diulas lebih dalam di dalam tesis ini yang diberi judul “Permasalahan Hukum

Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraiakan di atas, maka pokok-pokok

permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa di dalam tesis ini adalah:

1) Permasalahan hukum dalam Pembangunan Rumah Susun Apartemen

Setiabudi Residences.
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2) Permasalahan hukum dalam jual-beli Satuan Rumah Susun Apartemen

Setiabudi Residences

3) Permasalahan hukum dalam pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences.

4) Kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perhimpunan Penghuni

Apartemen Setiabudi Residences.

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis

normatif, dimana pembahasan dilakukan terbatas pada peraturan perundang-

undangan (tertulis) yang terkait dengan rumah susun. Penelitian ini akan diuraikan

secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan

menganalisa pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan

pustaka berupa studi dokumen,9 yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tertier.10 Sumber bahan pustaka hukum primer

diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang

berkaitan dengan Rumah Susun. Sedangkan sumber bahan pustaka hukum

sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah dalam seminar, artikel-artikel dari

majalah maupun internet, surat kabar, tesis dan peraturan perundang-undangan

yang terkait. Bahan pustaka hukum tertier diperoleh dari Kamus Bahasa

Indonesia.

Disamping hal-hal tersebut diatas, penulis juga menggunakan alat

pengumpulan data lain, berupa wawancara. Wawancara dilakukan secara

langsung dengan nara sumber dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang

lebih banyak tentang praktek pelaksanaan di lapangan dari pihak-pihak terkait

yaitu konsultan strata title, notaris yang terkait dalam pembuatan PPJB, konsultan

properti yang membantu pengembang dalam pengelolaan apartemen dan

pembentukan perhimpunan penghuni serta Dinas Perumahan DKI Jakarta. Penulis

9 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet 1 (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 28.

10
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008),

hal. 9.
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juga akan menguraikan berdasarkan pengalaman pribadi penulis selama bekerja di

perusahaan pengembang “A” dalam menangani permasalahan mulai dari awal

rencana pembangunan rumah susun, pelaksanaan pembangunan, serah terima unit,

pengelolaan rumah susun sampai pembentukan perhimpunan penghuni.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukannya dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Yang terdiri dari:

a. Latar Belakang Permasalahan,

b. Pokok Permasalahan,

c. Metode Penelitian, dan

d. Sistematika Penulisan.

BAB 2 PERMASALAH HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SETIABUDI

RESIDENCES

a. Permasalahan yang dihadapi dan yang terjadi didalam

pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences.

b. Permasalah hukum dalam transaksi jual-beli Rumah Susun

Apartemen Setiabudi Residences.

c. Kendala yang dihadapi oleh pengembang dalam pengelolaan

Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences.

d. Bagaimana pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni

Apartemen Setiabudi Residences?

BAB 3 PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran dari tesis ini.
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BAB 2
PERMASALAH HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN APARTEMEN - SETIABUDI
RESIDENCES

2.1 Pembahasan Umum Dan Ketentuan-Ketentuan yang berkaitan dengan
Rumah Susun

2.1.1 Pengertian Dan Istilah Dalam Sistem Rumah Susun

Rumah Susun

Pasal 1 ayat 1 UURS menyebutkan bahwa:

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UURS selanjutnya menegaskan bahwa

pengertian hukum dari rumah susun adalah istilah yang diberikan bagi bangunan

gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan

vertikal yang terbagi dalam satuan-satuan yang masing-masing jelas batas-

batasnya, ukuran dan luasnya, yang dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, ada

bagian bersama dari bangunan tersebut, serta benda bersama dan tanah bersama

yang diatasnys didirikan rumah susun yang karena sifat dan fungsinya harus

digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tidak semua bangunan bertingkat dapat disebut rumah susun jika tidak

memenuhi kualifikasi yuridis tersebut;

b. Obyek hak terdiri dari satuan unit rumah susun itu sendiri, benda bersama,

bagian bersama, dan tanah bersama, atau jika kita memisahkan hak

kepemilikan terdiri hak/pemilikan perorangan dan hak/pemilikan bersama.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah “rumah susun” telah

mengalami perkembangan sebagai berikut:
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a. Rumah Susun, yaitu bangunan gedung bertingkat yang senantiasa

mengandung sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang

penggunaannya bersifat hunian atau bukan hunian.

b. Rumah Susun Sederhana Milik (“Rumah Susunami”), yaitu bangunan

bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang

memiliki wc dan dapur baik menyatu dengan unit maupun bersifat publik

dan diperoleh melalui kredit kepemilikan rumah dengan subsidi maupun

tanpa subsidi. Rumah susun ini diperuntukkan bagi masyarakat golongan

menengah bawah dengan pendapatan antara Rp. 2.500.000,- sampai

dengan Rp. 4.500.000,- perbulan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).

c. Rumah Susun Sederhana Sewa (“Rumah Susunawa”) adalah rumah susun

sederhana yang pada umumnya dibangun oleh pemerintah di lahan bekas

permukiman kumuh dan sekitar kawasan industri serta kampus yang

peruntukannya untuk disewa oleh masyarakat golongan menengah bawah

dan golongan bawah dengan penghasilan antara Rp. 1.200.000,- sampai

dengan Rp. 2.500.000,- per bulan.

Peruntukan rumah susun yang dimaksud oleh UURS tidak semata-mata

bagi hunian saja, akan tetapi juga untuk keperluan lain sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 24 UURS yang menyatakan:

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku dengan
penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah susun yang
dipergunakan untuk keperluan lain.

Selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 7 PP Nomor 4 Tahun 1998 juga telah

memperkuat landasan hukum bagi peruntukan rumah susun, yaitu sebagai hunian,

bukan hunian dan campuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengertian rumah susun dalam

aspek hukum lebih menekankan kepada kepemilikan yang melekat pada konsep

hunian bertingkat. Artinya, atas satuan rumah susun perlu dilakukan pemisahan

kepemilikan agar masing-masing pembeli atau penghuni dapat memiliki satuan

rumah susun yang terpisah dengan orang lain, termasuk kepemilikan atas benda
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bersama, tanah bersama dan bagian bersama yang dimiliki secara proporsional

berdasarkan Nilai Perandingan Proporsionalnya.

Strata Title

Konsep strata title tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang

berasal dari hukum Belanda. Istilah strata title pertama kali diperkenalkan di

Austalia pada tahun 1967 melalui Undang-Undang yang dikenal dengan Strata

Title Act. Konsep hukum strata title dikenal di negara-negara yang menganut

sistem hukum Anglo Saxon (Inggris beserta negara-negara jajahannya dan

Amerika) dan berakar pada jenis tenancy in common. Konsep strata title

memisahkan hak seseorang terhadap beberapa strata (tingkatan), yakni terhadap

hak atas permukaan tanah, atas bumi di bawah tanah, dan udara di atasnya (Munir

Fuady, Hukum Bisnis Buku ke-II, 1999). Pada intinya konsep strata title

memungkinkan kepemilikan bersama secara horisontal di samping pemilikan

secara vertikal. Akan tetapi saat ini di Indonesia dikenal berbagai istilah untuk

menyebutkan rumah susun, yaitu apartemen, flat, strata title dan condominium.

Satuan Rumah Susun

Satuan rumah susun adalah bagian yang utama dari sistem rumah susun

yang tujuan utama peruntukannya digunakan secara terpisah sebagai tempat

hunian, dengan syarat harus mempunyai sarana penghubung ke jalan umum,

sehingga pemilik satuan rumah susun bebas menggunakan unit miliknya tanpa

harus mengganggu atau melalui satuan rumah susun milik orang lain.

Satuan rumah susun merupakan dimensi volume ruang tertentu yang

mempunyai batas-batas yang jelas. Batas-batas satuan rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 PP Nomor 4 tahun 1988 tidak selalu dibatasi oleh

dinding (imaginer), dalam hal dibatasi oleh dinding, batas-batasnya adalah

permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari

langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur.

Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 4 tahun 1988 menyebutkan

bahwa “hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun adalah ruangan

dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang tidak harus selalu dibatasi oleh
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dinding”. Artinya pengembang diberi kebebasan atau peluang untuk menentukan

batas-batas dari satuan rumah susun dapat berupa dinding permanen atau tembok,

maupun dinding vertikal maya asalkan dinding stuktur dan langit-langit struktur

tidak menjadi pemilikan perseorangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan

struktur harus menjadi bagian bersama karena jika menjadi milik perseorangan

akan ada ekses terhadap keamanan gedung secara keseluruhan. Dengan kata lain,

batas atas (atap) dan batas bawah (lantai) dari setiap bangunan rumah susun atau

apartemen harus jelas akan tetapi batas samping tidak harus dibatasi oleh dinding

namun harus diberi garis batas yang jelas yang ditarik secara vertikal dan tidak

dapat dihapus.

Tanah Bersama

Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak

kepemilikan bersama untuk pemakaian bersama secara tidak terpisah yang

diatasnya berdiri rumah susun dan fasilitas-fasilitasnya dan ditetapkan batas-

batasnya dalam persyaratan ijin bangunan.

UURS menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah

yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah

Negara atau Hak Pengelolaan.11 Status hak atas tanah tersebut diatas sangat

menentukan dapat tidaknya seseorang memiliki hak milik atas satuan rumah

susun.

Mengingat penyelenggara pembangunan (Pengembang) pada umumnya

adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka tanah bersama itu

akan bersertipikat induk Hak Guna Bangunan yang nantinya Hak Guna Bangunan

tersebut tidak dipecah tetapi akan diberi keterangan bahwa Hak Guna Bangunan

tersebut telah melahirkan beberapa sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun

(HMSRS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUPA tentang Hak Guna Bangunan,

disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan untuk tanah bersama bisa diatas tanah

Negara dan diatas Hak Milik, sehingga analog dengan ketentuan tentang

kewajiban menyelesaikan Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas Hak

11 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, tentang Rumah Susun, Pasal 7.
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Pengelolaan, maka ada kewajiban menyelesaikan lebih dahulu Hak Guna

Bangunan yang diberikan diatas tanah Negara, tetapi untuk Hak Pakai sudah

ditentukan hanya Hak Pakai diatas Tanah Negara.

Bagian Bersama

Yaitu bagian dari rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun.

Bagian bersama ini dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:

i. yang merupakan struktur bangunan pada rumah susun seperti pondasi,

kolom, sloop, balok, koridor selasar, atap, lobby, dinding struktur, shaft,

jalan masuk dan keluar, ruang untuk umum, serta pintu dan tangga darurat;

ii. yang bukan merupakan struktur bangunan pada rumah susun, seperti lift

penumpang, lift barang, alat pencegah kebakaran, lampu penerangan

lingkungan, perlengkapan elektrikal, perlengkapan komunikasi dan

keamanan, sistem instalasi jaringan listrik, plumbing, cctv, tata suara, tata

udara, pipa-pipa saluran air bersih dan kotor, dll.

Benda Bersama

Benda Bersama adalah benda yang tidak merupakan bagian bersama dari

rumah susun tetapi terletak diatas tanah bersama yang dimiliki dan dinikmati

bersama secara tidak terpisah dari satuan rumah susunnya, misalnya: pagar

lingkungan, taman dan tanaman, pos keamanan, pelataran parkir, tempat

pembuangan sampah, tempat ibadah, tempat bermain, fasilitas olah raga dan

rekreasi, saluran pembuangan air hujan, sumur resapan, ramp, kolam renang dan

lain-lain yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun.

Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang

memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan

keserasian lingkungan guna menjamin keamananan dan kenikmatan para

penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keselarasan,

keseimbangan dan keterpaduan.12

12 Ibid, Pasal 21.
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Pertelaan

Pertelaan adalah penjelasan dalam bentuk uraian dan gambaran yang

menjelaskan batas masing-masing satuan rumah susun, baik batas vertikal

maupun horizontal, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama serta uraian

Nilai Perbandingan Proporsional (“NPP”) masing-masing satuan rumah susun

dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukan dengan

pembuatan akta pemisahan.

Dengan demikian, pertelaan berisi tentang rincian mengenai batas-batas

yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu

dari suatu gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

beserta uraian NPP yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan rumah susun. Pertelaan yang dibuat oleh Pengembang atau konsultan

yang ditunjuk oleh Pengembang menjadi dasar perhitungan NPP dan merupakan

salah satu syarat untuk pengesahan akta pemisahan rumah susun berdasarkan

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989

tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan

Rumah Susun.13

Pertelaan harus disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Pemda Tk.

II), khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) disahkan oleh Gubernur

melalui Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.

Pertelaan ini sangat penting, karena merupakan titik awal dimulainya

proses pembuatan HMSRS. Dari pertelaan inilah nantinya akan lahir satuan-

satuan rumah susun yang terpisah secara hukum yang dituangkan dalam akta

pemisahan.

Akta Pemisahan

Pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun (per unit) dilakukan

dengan Akta Pemisahan yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2, tahun 1989 tentang

Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

13 Iva, Ari. “Aspek Hukum Suatu Pertelaan Rumah Susun”. http://
www.penasehathukum.com. diunduh 13 Mei 2011.
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Akta Pemisahan ini selanjutnya harus disahkan oleh Pemerintah Daerah

Tingkat II, dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta disahkan oleh Gubernur.

Setelah disahkan, guna memenuhi syarat publisitas, akta tersebut wajib

didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat sebagai dasar bagi penerbitan

sertifikat HMSRS dengan melampirkan:

a. Sertipikat hak atas tanah bersama;

b. Ijin layak huni (ILH);

c. Ijin mendirikan bangunan (IMB)

d. Warkah-warkah lainnya.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengembang adalah

mengajukan penerbitan sertifikat HMSRS atas nama pengembang yang

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Nilai Perbandingan Proporsional

Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukkan

besarnya hak dan kewajiban dari pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

terhadap hak-hak bersamanya. Besarannya dihitung berdasarkan luas dan nilai

satuan rumah susun terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara

keseluruhan pada waktu pengembang pertama sekali memperhitungkan biaya

pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. NPP juga

mencerminkan adanya kewajiban pemilik untuk atas biaya pemeliharaan dan

perbaikan bersama yang akan dibebankan kepada pemilik atas tanah bersama,

benda bersama dan bagian bersama, contohnya biaya bulanan perawatan atau

maintenance fee atau biaya renovasi yang biasanya terjadi beberapa tahun sekali

atau perpanjangan hak atas tanah-bersama. Sebaliknya NPP juga digunakan jika

diperoleh aliran dana masuk. Kasus yang ekstrim jika bangunan yang ada sudah

tidak layak digunakan dan seluruh pemilik sepakat untuk menjual keseluruhan

asset di areal rumah susun tersebut. Masing-masing pemegang hak milik atas

satuan rumah susun akan memperoleh bagian sebesar proporsi yang disebutkan

dalam NPP dari jumlah keseluruhan uang yang diterima dari hasil penjualan.

Dasar perhitungan NPP: NPP = Luas Satuan Rumah Susun x 100%

Total Luas Rumah Susun
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Ijin Layak Huni

Izin Layak Huni adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada

orang atau badan usaha yang membangun rumah susun, kondominium atau

bangunan bertingkat rendah, sedang dan tinggi yang diperuntukkan bagi tempat

hunian atau kegiatan usaha.

Ijin Layak Huni diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah diadakan

pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun berdasarkan

persyaratan dan ketentuan perijinan yang telah diterbitkan. Dengan kata lain, Ijin

Layak Huni tersebut baru dapat diterbitkan apabila pembangunan rumah susun

telah selesai dibangun dan pembangunannya telah sesuai dengan ketentuan dan

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Ijin Mendirikan Bangunan yang telah

diterbitkan.

Permohonan Ijin Layak Huni disampaikan kepada Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a. Fotocopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di legalisasi;

b. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran;

c. Rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);

d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

e. Fotocopi Ijin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

dilegalisasi;

f. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.14

Ijin Layak Huni merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Pengembang untuk penerbitan setifikat HMSRS atas rumah susun yang

bersangkutan.

Perhimpunan Penghuni

Didalam rumah susun terdapat pemilikan perorangan dan pemilikan

bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan

nilai perbandingan dan proporsionalnya. Oleh karena itu, Undang-Undang

mewajibkan para penghuni rumah susun untuk membentuk Perhimpunan

14 Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 4 ayat (2).
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Penghuni yang berkedudukan sebagai badan hukum dan bertanggung jawab untuk

mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun.

Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan dengan pembuatan akta

notaris mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan

Penghuni yang telah disahkan dalam Rapat Umum Perhimpunan Penghuni. Akta

tersebut kemudian dimintakan pengesahannya kepada Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II, untuk DKI Jakarta oleh Gubernur.

Anggota pengurus Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas

kekeluargaan oleh dan dari anggota Perhimpunan Penghuni melalui rapat umum

Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. Pengurus

Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh dan dari

anggota Perhimpunan Penghuni, yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang

Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang Pengawas

Pengelolaan (Pasal 57 PP No. 4 Tahun 1988).

Tugas pokok Perhimpunan Penghuni:

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang

disusun oleh pengurus dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni;

b. Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi,

selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;

c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian;

e. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam

pengelolaan rumah susun dan lingkungannya;

f. Menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan secara terpisah

sebagai kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.15

15 Indonesia, op. cit., Pasal 59.
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2.1.2 Pembangunan Rumah Susun

Arah kebijaksanaan pembangunan rumah susun di Indonesia sebagaimana

tercantum dalam UURS terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Konsep tata ruang dan pembangunan perkotaan, dengan mendayagunakan

tanah secara optimal dan mewujudkan pemukiman dengan kepadatan

penduduk;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hak kebendaan baru yaitu

satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perseorangan dengan

pemilikan bersama atas benda, bagian dan tanah dan menciptakan badan

hukum baru yaitu Perhimpunan Penghuni, yang dengan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangganya dapat bertindak ke luar dan ke dalam atas nama

pemilik satuan rumah susun, berwenang mewujudkan ketertiban dan

ketenteraman dalam kehidupan rumah susun;

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha, dengan dimungkinkannya

kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik atau fidusia atas tanah beserta

gedung yang masih akan dibangun;

Berdasarkan arah kebijaksanaan tersebut, maka tujuan pembanguan rumah

susun adalah:16

1. pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat;

2. mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan seimbang;

3. meremajakan daerah-daerah kumuh;

4. mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan;

5. mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk;

UURS menegaskan bahwa pembangunan rumah susun berlandaskan pada

asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan

keseimbangan dalam perikehidupan. Asas kesejahteraan umum menekankan

bahwa pembangunan rumah susun harus bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemenuhan

kebutuhan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara

Indonesia dan keluarganya. Asas keadilan dan pemerataan memberikan landasan

16 Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hal. 21-22.
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agar pembangunan rumah susun dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap

warga negara dapat menikmati hasil-hasil pembangunan perumahan yang layak.

Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya

keserasian dalam keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam

pemanfaatan rumah susun, untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan

sosial.17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan

rumah susun tersebut, Pemerintah lebih lanjut menyusun Kebijakan dan Rencana

Strategis Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011

yang ditetapkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat dengan tujuan untuk

memberikan arah kebijakan, strategis dan pelaksanaan pembangunan rumah susun

di kawasan perkotaan, guna menciptakan keterpaduan dan keselarasan gerak para

pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan, serta

berperan sebagai indikator kinerja pembangunan rumah susun di kawasan

perkotaan.

Herman Hermit (2009) dalam bukunya “Komentar Atas Undang-Undang

Rumah Susun” menyatakan bahwa misi dan kebijakan pembangunan Rumah

Ssusun di kawasan perkotaan tahun 2007-20011 adalah sebagai berikut:18

a. Menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan rumah susun

dengan arah kebijakan:

i. Menyelenggarakan tata pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang

baik;

ii. Mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan

perkotaan;

b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya dan kapasitas pelaku

pembangunan dengan arah kebijakan:

i. Mendorong peran serta dan kapasitas pemerintah daerah, badan

usaha/masyarakat;

ii. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya;

17 Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 2 dan Penjelasannya.

18 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun, cet 1 (Bandung,
November 2009), hal. 43.
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iii. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan rumah susun;

c. Mempercepat pembangunan rumah susun dan meningkatkan kwalitas

kawasan perkotaan, dengan arah kebijakan:

i. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan menengah bawah;

ii. Meningkatkan kwalitas prasarana, sarana dan utilitas perkotaan;

Sedangkan Tujuan Pembangunan Rumah Susun tahun 2007-2011 adalah

untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun yang layak huni dan terjangkau bagi

masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawah di kawasan perkotaan dengan

penduduk diatas satu setengah juta jiwa, sehingga berdampak pada:

a. Peningkatan effisiensi penggunaan tanah, ruang dan daya tampung kota;

b. Peningkatan kwalitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dan

pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan;

c. Peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan;

d. Peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing kota;

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan menengah-bawah;

f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pembangunan rumah susun di

kawasan perkotaan ini dilatar belakangi oleh ketersediaan tanah yang sangat

terbatas sehingga mengakibatkan semakin langka dan mahalnya harga tanah

perkotaan. Hal ini menyebabkan pembangunan perumahan baru yang layak huni

bagi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung berada di daerah pinggiran

kota yang jauh dari tempat kerja mereka, sehingga memunculkan dampak lain

yaitu tumbuhnya permukiman ilegal dan kumuh di wilayah pusat perkotaan,

permasalahan kemacetan lalu lintas, lamanya waktu tempuh dari dan menuju

lokasi kerja mengakibatkan penurunan produktifitas kerja, serta penurunan

kondisi sosial dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu untuk memanfaatkan

keterbatasan lahan perkotaan, maka untuk memenuhi kebutuhan perumahan

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah pemerintah merencanakan

pembangunan rumah susun sederhana di pusat-pusat kota, dengan intensitas
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bangunan tinggi sehingga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan dan

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang efektif dan efisien.19

Pembangunan rumah susun di DKI Jakarta mendapat dukungan positif

dari pemerintah setempat karena Pemprov DKI Jakarta belum mampu

menyediakan perumahan bagi warganya. Adapun perumahan bagi warga Jakarta

yang tersedia saat ini sekitar 3.000 (tiga ribu) hingga 10.000 (sepuluh ribu) unit

per tahun. Padahal, melihat jumlah penduduk DKI yang mencapai 9,6 (sembilan

koma enam) juta jiwa, kebutuhan perumahan bisa mencapai ratusan ribu unit per

tahun.

Pengembangan rumah susun menempati peran strategis dalam merespon

kebutuhan perumahan dan permukiman di DKI Jakarta yang mempunyai beban

tekanan internal dan eksternal yang kuat. Pada saat ini dan masa yang akan datang

mengingat keterbatasan lahan dan tuntutan mobilitas penduduk DKI Jakarta yang

semakin dinamis maka pengembangan rumah susun berlantai banyak diperlukan

dalam menjaga keseimbangan kebutuhan perumahan dan permukiman.

Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURS, rumah susun hanya dapat dibangun

diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak

pengelolaan sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Yang dimaksud dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak

pengelolaan adalah:

a. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yaitu

semua hak atas tanah mumpunyai fungsi sosial (Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960). Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”

yang dapat dipunyai orang atas tanah.

19 Palupi Sri Nariswari, “Evaluasi Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan Rumah
Susun Di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011”. http://urplan.wordpress.
com/2010/06/05/evaluasi-kebijakan-dan-rencana-strategis-pembangunan-rumah-susun-di-
kawasan-perkotaan-tahun-2007-2011. Diunduh 5 Juni, 2010.
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Subjek Hak Milik hanyalah warga negara Indonesia tunggal dan

badan-badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38

Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah seperti Bank Pemerintah, Koperasi

Pertanian, badan-badan keagamaan dan badan-badan Sosial.

Dengan demikian rumah susun (hunian maupun non hunian) dan

satuan rumah susun yang melekat diatas tanah bersama berupa Hak Milik

tidak dapat memiliki oleh perusahaan kecuali oleh badan-badan hukum

sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun

1963 tersebut.

Perbedaan konsep hak milik pada rumah biasa (landed house) dengan

strata title yaitu apabila seseorang membeli rumah biasa, kepemilikannya

sangat kuat dan bersifat selamanya dan kepemilikannya meliputi bangunan

diatas tanah, tanah di halaman rumahnya, tanah yang berada dibawahnya serta

segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut. Sedangkan apabila seseorang

membeli apartemen/rumah susun maka sertipikat hak miliknya bukan

sertipikat Hak Milik seperti rumah biasa namun konsep kepemilikannya

bersifat strata title. Kepemilikan strata title atas apartemen/rumah susun

hanya atas bangunan unit apartemen/satuan rumah susun tersebut saja dan

tidak termasuk atas seluruh bangunan apartemen/rumah susun yang berada

diluar unit yang dibeli, tidak termasuk tanah di dalam lingkungan

apartemen/rumah susun dan apa yang ada dibawahnya serta apa yang ada

diatasnya. Dengan demikian, apabila seseorang membeli satu unit

apartemen/satuan rumah susun maka kepemilikan hak milik pembeli tersebut

hanya atas unit apartemen/satuan rumah susun yang dibelinya saja dan tidak

termasuk keseluruhan bangunan apartemen/rumah susun dan tanah di

lingkungan halaman apartemen/rumah susun.

b. Hak Guna Bagunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling

lama 30 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat

keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut dapat
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diperpanjang lagi paling lama 20 tahun (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960).

Subjek Hak Guna Bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan

Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria yang

mengatur tentang Hak Guna Bangunan, dijelaskan bahwa Hak Guna

Bangunan untuk tanah bersama bisa diatas tanah Negara maupun diatas Hak

Milik, dengan demikian untuk Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas

tanah Negara wajib diselesaikan terlebih dahulu.

c. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa

atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.

Subjek Hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang

berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta Badan Hukum Asing yang

mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960).

Jangka waktu Hak Pakai adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat

diperbaharui atau selama tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang

tertentu.

Rumah susun yang dibangun di atas Hak Pakai telah ditentukan bahwa

Hak Pakai tersebut harus diatas Tanah Negara. Rumah susun yang didirikan

diatas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara memberikan kemungkinan bagi

Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia untuk dapat memiliki

rumah susun.
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d. Hak Pengelolaan tidak ada diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Tahun 1960, akan tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9

Tahun 1965 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1977.

Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah akan tetapi suatu

hak menguasai dari Negara yang memberikan wewenang kepada pemegang

haknya untuk:

i. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;

ii. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

iii. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga

menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak

tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu

dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah

kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat

yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Subjek Hak Pengelolaan adalah Badan Hukum yang didirikan menurut

ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan

juga lembaga dan instansi Pemerintah. Hak Pengelolaan diberikan kepada

lembaga tersebut untuk mengontrol zoning dan land use tanah, agar sesuai

dengan perencanaan tata ruangnya.20

Untuk melindungi kepentingan para pembeli satuan rumah susun,

Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1988 menegaskan bahwa apabila rumah

susun akan dibangun di atas tanah dengan status Hak Pengelolaan maka pihak

penyelenggara pembangunan (Pengembang) wajib terlebih dahulu

menyelesaikan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan

tersebut.

Pengertian hak menguasai dari negara adalah kewenangan Negara

untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang (badan hukum) dengan tanah. Dengan dilimpahkannya

20 Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti, cet 2 (Jakarta, Juli 2009), hal. 23.
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sebagian kewenangan tersebut maka pemegang Hak Pengelolaan dapat

memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada pihak ketiga

dengan suatu perjanjian tertulis.

Oleh karena itu, penyelenggara pembangunan harus mengetahui tata

cara pemberian serta pengaturan lain terkait dengan Hak Guna Bangunan dan

Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan, yang diatur di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 (PP Nomor 40 Tahun 1996) dan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag Nomor 9 Tahun 1999”).

Merujuk pada Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, yang berhak

menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah: Warga Negara Indonesia dan

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia. Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan diberikan

melalui keputusan pemberian hak oleh Menteri yang bertanggung jawab di

bidang agraria/pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan usul

pemegang Hak Pengelolaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permenag Nomor 9

Tahun 1999, diatur bahwa permohonan hak atas tanah di atas tanah Hak

Pengelolaan, dalam hal ini adalah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak

Pengelolaan, pemohon Hak Guna Bangunan terlebih dahulu memperoleh

penunjukkan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang Hak

Pengelolaan.

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan

didaftarkan di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Pemberian Hak

Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan ini diberikan untuk jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka

waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak Guna Bangunan di atas tanah

Hak Pengelolaan ini juga dapat diperbaharui apabila seluruh jangka waktu

Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya telah berakhir. Perpanjangan

dan/atau pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan

dilakukan atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan yang

bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Hak
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Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir dengan mendapatkan

persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, yang kemudian dicatat di dalam

buku tanah pada Kantor Pertanahan.

Jangka waktu Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sama dengan jangka

waktu dari alas hak tanah bersamanya. Misalnya satuan rumah susun yang

dibangun diatas tanah Hak Guna Bangunan akan memiliki jangka waktu 30 (tiga

puluh) tahun, apabila alas haknya Hak Pakai maka jangka waktunya adalah 25

(dua puluh lima) tahun, dan seterusnya. Dengan demikian pada tahun ke-30 atau

tahun ke-25 para pemilik Apartemen melalui Perhimpunan Penghuni wajib secara

bersama-sama mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah-

bersama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya rumah susun yang dibangun diatas tanah Hak Milik memiliki jangka

waktu yang tak terbatas.

Pasal 50 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bebarapa hal tentang

hapusnya Hak Milik atas satuan rumah susun yaitu :

a. hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku

b. tanah dan bangunannya musnah

c. terpenuhinya syarat batal

d. pelepasan hak secara sukarela

Dalam hal hak milik atas satuan rumah susun hapus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf c, maka setiap pemilik atas satuan

rumah susun berhak memperoleh bagian atas milik bersama terhadap bagian

bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan

proporsionalnya.21

Dalam hal rumah susun didirikan diatas Hak Guna Bangunan yang berada

diatas Hak Pengelolaan, apabila Hak Guna Bangunan induk berakhir masa

berlakunya, maka dapat diajukan perpanjangan dengan mendapatkan persetujuan

dri pemegang Hak Pengelolaan. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

juga akan diperpanjang merujuk kepada sertipikat Hak Guna Bangunan induknya.

Status hak milik atas satuan rumah susun tidak akan gugur, tetapi akan mengikuti

21 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Susun, PP No. 4 Tahun 1988, Pasal 51.
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sertipikat induknya. Biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan Induk dan

persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan diambil dari dana sinking fund (dana

cadangan). Sedangkan biaya untuk perpanjangan sertipikat Hak Milik atas Satuan

Rumah Susun menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik.

Syarat Teknis dan Admnistratif Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang

bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.22

Sebelum melakukan pembangunan rumah susun, setiap penyelenggara

pembangunan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memperoleh surat keterangan rencana kota/syarat zoning;

b. memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yangn berlaku;

c. memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).23

Pasal 6 UURS mewajibkan pembangunan rumah susun memenuhi

persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis adalah

persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang

bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang

diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan. Sedangkan persyaratan administratif adalah

persyaratan mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan

perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya perizinan mendirikan

bangunan (IMB), serta izin layak huni yang diatur dengan peraturan

perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

perkembangan.

Persyaratan teknis pembangunan rumah susun diatur dalam Bagian Kedua

PP Nomor 4 Tahun 1988, antara lain meliputi:

1. Ruang;

22 Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 5 ayat (2).

23 Ibid., Pasal 2 ayat (1).
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Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan

pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami, dalam jumlah

yang cukup, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Dalam hal hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan

pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, harus

diusahakan adanya pertukaran udara dan pencahayaan buatan yang dapat

bekerja terus menerus selama ruangan tersebut digunakan, sesuai dengan

persyaratan yang berlaku.

2. Struktur, komponen, dan bahan bangunan;

Rumah susun harus direncakanan dan dibangun dengan struktur, komponen,

dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi

sesuai dengan standar yang berlaku.

Struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan rumah susun harus

diperhitungkan kuat dan tahan terhadap beban mati, beban bergerak, gempa,

hujan, angin, banjir, kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan

cukup untuk usaha pengamanan dan penyelamatan, daya dukung tanah,

kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun

horizontal dan gangguan/perusak lainnya

3. Kelengkapan rumah susun;

Rumah susun harus dilengkapi dengan: jaringan air bersih, jaringan listrik,

jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah,

saluran dan/atau tempat pembuangan sampah, tempat untuk kemungkinan

pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, alat transportasi

yang berupa tangga, lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat kebakaran,

tempat jemuran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, alat/sistem alarm,

pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu, dan generator listrik untuk rumah

susun yang menggunakan lift.
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Bagian-bagian dari kelengkapan tersebut diatas yang merupakan hak bersama

harus ditempatkan dan dilindungi untuk menjamin fungsinya sebagai bagian

bersama dan mudah dikelola.

4. Satuan rumah susun;

Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah

permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan

tanah. Rumah susun juga harus mempunyai ukuran standar yang dapat

dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi

dan penggunaannya, serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk

dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan

kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk

hubungan ke dalam dan ke luar.

5. Bagian bersama dan benda bersama;

a. bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift,

selasar, harus mempunyai ukuran yang dapat memberikan kemudahan

bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan

sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain.

b. benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang

dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan

kenikmatan para penghuni.

6. Kepadatan dan tata letak bangunan;

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat

dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah.

Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari

dan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi

kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan

terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan

lingkungannya.

7. Prasarana lingkungan;
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Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang

berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi

penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak,

jalan kendaraan dan tempat parkir.

Prasarana lingkungan tersebut harus mempertimbangkan kemudahan

dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila

terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran, dan kekuatan yang

cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana

lingkungan dan utilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam

rumah susun yang bersangkutan, meliputi :

a. jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrik dengan segala

kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannnya tangki-tangki air,

pompa air, tangki gas, dan gardu-gardu listrik;

b. saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air

hujan dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangan air kota;

c. saluran pembuangan air limbah dan/atau tangki septik yang

menghubungkan pembuangan air limah dari rumah susun ke system

jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam

tangki septik dalam lingkungan;

d. tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalah sebagai tempat

pengumpulan sampai dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ke

tempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan factor-faktor

kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan;

e. kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya

kebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan

dengan kapasitas air yang cukup untuk pemadam kebakaran;

f. tempat parkir kendaraan dan/atau penyimpanan barang yang

diperhitungkan terhadap kebutuhan penghuni dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya;

g. jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuai dengan tingkat

keperluannya.
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8. Fasilitas Lingkungan

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan

dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat,

tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya serta ruangan

dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sesuai standar yang berlaku.

Dalam lingkungan rumah susun yang sebagian atau seluruhnya

digunakan sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertentu, juga harus

disediakan ruangan dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari

sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan persyaratan administratif menurut

penjelasan Pasal 6 UURS, yaitu persyaratan yang mengatur mengenai ijin usaha

dari perusahaan pembangunan perumahan, ijin lokasi dan/atau peruntukannya,

serta Ijin Mendirikan Bangunan.

Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harus dibangun sesuai

dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan

peruntukannya. Perizinan tersebut diajukan oleh penyelenggara pembangunan

kepada Pemerintah Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan-persyaratan

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 30 PP Nomor 4 Tahun 1988, yaitu

sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak atas tanah bersamanya;

b. Fatwa peruntukan tanah;

c. Rencana tampak (Site Plan);

d. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta

pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal dan

horizontal dari satuan rumah susun;

e. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

f. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda

bersama dan tanah bersama;

g. Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.

Dalam hal terjadi perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan

rumah susun, harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dan telah memperoleh pengesahan atas perubahan
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dimaksud beserta pertelaannya, dan uraian Nilai Perbandingan

Proporsionalnya.

Dan apabila terjadi perubahan pada waktu pelaksanaan pembangunan

penyelenggara pembangunan wajib meminta ijin dan pengesahan terdahap

perubahan yang diminta kepada instansi yang berwenang. Demikian pula

apabila terjadi perubahan struktur bangunan dan instalasi terhadap rumah

susun yang telah dibangun, penyelenggara pembangunan wajib meminta izin

dan pengesahan mengenai perubahan tersebut kepada instansi yang

berwenang.

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pedoman bagi pengaturan

rumah susun berlaku pula peraturan pelaksanaann dari PP Nomor 4 Tahun 1988

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun

1991. Pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah tersebut tetap tunduk pada

peraturan umum yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman yaitu

Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman nomor 4 Tahun 1992 yang

telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Pemukiman yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2011.

Disamping itu, penyelenggaraan pembangunan rumah susun juga harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor

28 tahun 2002 tersebut.

2.1.3 Pensertipikatan Rumah Susun

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun diatur

bahwa pihak Pengembang harus memiliki kelengkapan perijinan sebagai berikut:

a. Ijin Prinsip, yaitu ijin yang harus diperoleh oleh setiap orang atau badan

hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala besar;

b. Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya khusus untuk wilayah

DKI Jakarta dikenal sebagai Surat Ijin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah

(SIPPT). Ijin ini diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang
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diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin

pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan

usaha penanaman modalnya. ini dikeluarkan untuk penggunaan tanah di jalur

jalan utama atau yang menggunakan lahan lebih dari lima ribu meter persegi.

Berkenaan dengan masalah perijinan ini, pihak Pengembang harus

memperoleh Surat Ijin Penunjukan Dan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebelum

mendirikan bangunan.

c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan

kegiatan pembangunan. Pengembang sebagai pihak yang bertanggung jawab

atas kegiatan pendirian bangunan berkewajiban untuk memperoleh ijin ini

pada pemerintah setempat. Jika suatu bangunan tidak memiliki IMB maka

akan dikategorikan sebagai bangunan liar sehingga bangunan tersebut dapat

disegel dan dibongkar.

Dalam hal rumah susun telah selesai dibangun, terdapat beberapa tahap

yang harus dilalui oleh Pengembang sebelum sertipikat hak milik atas satuan

rumah susun diterbitkan:

a. Perbuatan Pertelaan, yaitu penunjukan batas masing-masing satuan rumah

susun, bagian bersama, benda bersama tanah bersama beserta nilai

perbandingan proporsionalnya dalam bentuk gambar dan uraian. Secara

singkat proses pertelaan dimulai dengan pengajuan permohonan melalui BPN

kepada Gubernur, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa

instansi terkait yang berkordinasi dengan kepala BPN. Berdasarkan laporan

penelitian instansi terkait tersebut nantinya akan dikeluarkan Surat Keputusan

Pengesahan Pertelaan yang akan disahkan oleh Gubernur untuk wilayah DKI

Jakarta dan Pemerintah Daerah setempat untuk daerah lainnya.

b. Pengajuan Ijin Layak Huni, yaitu ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai

dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perijinan yang telah

diterbitkan. Dalam hal izin tersebut belum dimiliki namun rumah susun telah

dijual atau ditempati maka sesuai dengan UURS, sanksi pidana terhadap

pelanggaran tersebut yaitu diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu)

tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
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c. Membuat akta Pemisahan Rumah Susun, akta pemisahan ini merupakan tanda

bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada

Kantor Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh Gubernur.

Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam penerbitan SHMRS.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun

1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta

Pemisahan Rumah Susun diatur bahwa akta pemisahan ini harus didaftarkan

oleh Pengembang pada Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan

Sertipikat hak atas tanah dan Ijin Layak Huni.

d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, sebagaimana di

sebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) UURS, bahwa untuk memberikan jaminan

kepastian hukum pada sistim rumah susun dikeluarkanlah sertipikat HMSRS

yang didalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut:

(i). Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menurut

ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 19

UUPA yang pada saat itu adalah PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah, yang kemudian saat ini dirubah dengan PP Nomor

34 Tahun 1997.

Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur dijahit dan disampul menjadi satu

bernama sertipikat. Salinan Buku Tanah mencatat kejadian pendaftaran

tanah yang diakibatkan oleh terjadinya peralihan (seperti peralihan

karena waris atau jual beli). Sedangkan Surat Ukur menggambarkan

posisi dan garis-garis batas lantai serta luas lantai satuan rumah susun

yang dikuasai atau dimiliki oleh pembeli yang namanya tercantum

dalam sertipikat;

(ii). Gambar Denah tingkat rumah susun yang bersangkutan;

(iii). Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda

bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Untuk pertama kalinya sertipikat HMSRS akan diterbitkan atas nama

penyelenggara pembangunan (Pengembang). Selanjutnya berdasarkan Peraturan
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Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan

Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun, setelah Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

(HMSRS) diterbitkan, maka sertipikat alas hak atas tanah tempat dibangunnya

rumah susun tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan.

2.1.4 Jual Beli Satuan Rumah Susun

UURS menetapkan bahwa penjualan atas satuan rumah susun baru dapat

dilaksanakan apabila Ijin Layak Huni atas rumah susun atau apartemen tersebut

telah diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat dan Sertipikat HMSRS telah

terbit.

Dengan telah terbitnya sertipikat satuan rumah susun ke atas nama

penyelenggara pembangunan, maka jual beli yang dilakukan oleh penyelenggara

pembangunan dengan pembeli adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang

harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang daerah

kerjanya meliputi wilayah dimana rumah susun tersebut dibangun. Setelah

ditandatanganinya Akta Jual Beli di hadapan pejabat PPAT tersebut, maka Hak

Milik atas satuan rumah susun telah beralih kepada pembeli. Dan untuk

memenuhi syarat publisitas agar jual beli tersebut mengikat bagi pihak ketiga,

maka akta PPAT tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya setempat. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan

membubuhkan catatan tentang terjadinya pengalihan hak pada Buku Tanah dan

salinan Buku Tanah pada Sertipikat HMSRS. Setelah proses pendaftaran selesai,

maka Sertipikat HMSRS tersebut diserahkan kepada pembeli sebagai pemilik

barunya.24

Namun didalam prakteknya, satuan rumah susun yang masih dalam tahap

proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan yang dilakukan

pada saat launching atau pada pameran perumahan dimana konsumen akan

diminta untuk membayar booking fee yang jumlahnya telah ditentukan oleh

penyelenggara pembangunan. Setelah itu, dalam jangka waktu tertentu (biasanya

14 hari) pembeli diharuskan untuk membayar uang muka biasanya sebesar 10-

24 Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 2 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2002) hal. 62
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20% (sepuluh sampai dua puluh persen) dari harga jual. Dalam hal pembeli

tersebut tidak melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan jadwal yang telah

di tentukan, maka booking fee yang telah dibayar hangus dan tidak dapat

dikembalikan. Peranan surat pesanan sangat penting sebagai titik awal terjadinya

kesepakatan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu kata-kata yang terdapat

dalam surat pesanan harus diperhatikan. Bahasa surat pesanan harus jelas dan

tegas agar tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat mengakibatkan

perselisihan dikemudian hari.

Untuk mengamankan kepentingan penjual dan pembeli satuan rumah

susun yang melakukan pembelian melalui sistem pemesanan, Pemerintah

memandang perlu untuk mengeluarkan pedoman penyusunan perikatan jual beli

satuan rumah susun sebagai perikatan pendahuluan. Oleh karena itu, Pemerintah

melalui Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Keputusan Menteri

Negara Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 pada tanggal 17 November

1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (selanjutnya

disebut “Kep. MENPERA”).

Didalam Kep. MENPERA tersebut, Pembeli yang berminat untuk

membeli satuan rumah susun yang masih berada dalam proses pembangunan

dapat melakukan pesanan atas satuan rumah susun yang ingin dibelinya. Pesanan

tersebut dilakukan dengan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh

Pengembang. Surat pesanan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. nama dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan;

2. nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;

3. luas satuan rumah susun;

4. harga jual satuan rumah susun;

5. ketentuan pembayaran uang muka;

6. spesifikasi bangunan;

7. tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

8. ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima

persyaratan dan ketentan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani

dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Pengembang;
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9. surat pesanan juga dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti

satuan rumah susun yang dipesan, disertai dengan ketentuan tentang

tahapan pembayaran.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

setelah menandatangani surat pesanan, para pihak harus menandatangani

perjanjian pengikatan jual beli dan selanjutnya masing-masing pihak harus

memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pengikatan

jual beli yang telah ditandatangani. Dalam hal pemesan lalai menandatangani

perjanjian pengikatan jual beli dalam jangka waktu tersebut diatas, penyelenggara

pembangunan dapat tidak mengembalikan uang pesanan. Dan apabila kelalaian

dilakukan oleh penyelenggara pembangunan, maka uang pesanan akan

dikembalikan seluruhnya kepada pemesan.

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan kesepakatan dari para pihak

berkenaan dengan akan dilakukannya jual-beli yang berisi tentang hak dan

kewajiban dari para pihak guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan aas hukum “pacta sun

servanda”, yang artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat

bagi yang membuatnya.

Kep. MENPERA juga menyebutkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli

(PPJB) antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Objek yang akan diperjual belikan, yaitu hak milik atas satuan rumah susun

yang meliputi bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama berikut

fasilitasnya sesuai dengan perbandingan proporsionalnya.

Rumah susun yang akan dijual wajib memiliki ijin-ijin yang diperlukan seperti

ijin lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan ijin mendirikan

bangunan.

b. Seluruh penghuni wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan bagian

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dengan demikian para calon

pembeli satuan rumah susun harus bersedia menjadi anggota perhimpunan

penghuni yang akan dibentuk dan didirikan dengan bantuan penyelenggara

pembangunan dengan memungut uang pangkal dan iuran yang besarnya akan

ditetapkan bersama dikemudian hari secara musyawarah. Untuk tahun pertama
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(terhitung sejak tanggal penyerahan) uang pangkal dan iuran tersebut belum

perlu dibayar.

c. Kewajiban Penyelenggara Pembagunan

Sebelum melakukan pemasaran perdana, Penyelenggara Pembagunan wajib

melaporkan hal terkait pemasaran perdana tersebut kepada Bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Menteri

Negara Perumahan Rakyat. Laporan tersebut harus dilampiri dengan antara

lain:

i. salinan surat persetujuan ijin prinsip,

ii. salinan surat keputusan pemberian ijin lokasi,

iii. bukti pengadaan dan pelunasan tanah,

iv. salinan surat ijin mendirikan bangunan, dan

v. gambar denah pertelaan yang telah mendapat pengesahan dari

Pemerintah Daerah setempat.

Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam tanda terima laporan tersebut

belum mendapat jawaban dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II tersebut, maka penawaran perdana tersebut dapat dilaksanakan.

Kewajiban-kewajiban lain dari penyelenggara pembagunan adalah:

1. menyediakan segala dokumen terkait dengan pembangunan perumahan,

seperti:

a. sertipikat hak atas tanah,

b. rencana tapak,

c. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta

pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal

dan horizontal dari satuan rumah susun,

d. gambar rencana struktur beserta perhitungannya,

e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama,

benda bersama, dan tanah bersama,

f. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya;

2. menyelesaikan pembangunan sesuai dengan standar yang telah

diperjanjikan;
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3. memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus)

hari setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan satuan

rumah susun dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Pengembang

dibatasi oleh desain dan spesifikasi satuan rumah susun dan bahwa

kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan

pembeli;

4. bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru dapat

diketahui di kemudian hari;

5. menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya

Perhimpunan Penghuni dan membantu menunjuk pengelola setelah

Perhimpunan Penghuni terbentuk;

6. mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya

pembangunan;

7. jika terjadi force majeure (keadaan kahar) selama berlangsungnya

pembangunan, penyelenggara pembangunan dan Pemesan akan

mempertimbangkan penyelesaian sebaik-baiknya dengan dasar

pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannya pembangunan satuan

rumah susun;

8. menyiapkan Akta Jual Beli satuan rumah susun kemudian bersama-sama

Pemesan menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal yang

ditetapkan;

9. Penyelenggara Pembagunan dan/atau Notaris/PPAT akan mengurus

perolehan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama

Pemesan;

10. menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas

sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan. Apabila

Penyelenggara Pembagunan belum dapat menyelesaikan pada waktu yang

telah ditetapkan, maka Penyelenggara Pembagunan diberikan jangka

waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk menyelesaikan

pembangunan tersebut, terhitung sejak tanggal rencana penyerahan rumah

susun tersebut.
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Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, maka Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) akan menjadi batal demi hukum. Kebatalan

tersebut tidak perlu dibuktikan atau dimintakan keputusan pengadilan atau

badan arbitrase. Penyelenggara Pembagunan diwajibkan mengembalikan

pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli ditambah dengan

denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku bunga bank yang

berlaku.

d. Kewajiban Pemesan

Menyatakan bahwa pemesan (calon pembeli) telah membaca, memahami dan

menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat pesanan dan pengikatan jual

beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran

dasar Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-dokumen lain terkait, serta bahwa

ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut mengikat

pembeli. Setiap pemesan, setelah menjadi pembeli satuan rumah susun juga

wajib membayar biaya pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas

(utility charge).

Pemesan juga berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya sebagai berikut:

(i) biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan,

(ii) biaya jasa PPAT untuk pembuatan Akta Jual Beli,

(iii) biaya pajak untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun,

(iv) biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumah susun (biaya pengalihan

hak milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan setempat.

Setelah Akta Jual Beli ditandatangani, tetapi sebelum sertipikat HMSRS

diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat, maka:

(i) apabila satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak ketiga,

dikenakan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pengembang yang

besarnya tidak lebih dari 1% (satu persen) dari harga jual satuan rumah

susun tersebut;

(ii) apabila satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota

keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan menurut

hukum, dikenakan biaya administrasi untuk Notaris/PPAT yang
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besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebelum pembayaran

atas harga jual satuan rumah susun yang dibelinya lunas, Pemesan tidak

dapat mengalihkan atau menjadikan satuan rumah susun tersebut sebagai

jaminan hutang tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara

Pembangunan.

Disamping persyaratan yang ditentukan oleh Kep MENPERA tersebut

diatas, dalam penyusunan PPJB juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komparisi Perjanjian, yaitu keterangan tentang para pihak yang akan

menandatangani PPJB. Harus diperhatikan:

Bagi penyelenggara pembangunan (Pengembang):

a. apakah badan hukum penyelenggara pembangunan (Pengembang) itu

telah mendapat pengesahan dari Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia, hal ini penting sehubungan dengan pertanggung jawabannya bila

badan hukum tersebut benar bubar dan pailit;

b. apakah Direktur yang menandatangani telah mendapat persetujuan dari

Komisaris Perseroan, atau

c. bila diwakilkan oleh orang lain selain Direksi, harus mendapat kuasa dari

Direksi tersebut.

Bagi pembeli perseorangan :

a. sebaiknya diperiksa kewenangannya seperti Kewarganegaraannya, karena

untuk Warga Negara Asing (WNA) saat ini belum diperbolehkan

membeli/memiliki rumah susun yang tanah bersamanya berstatus HGB,

sebagai alternatif dapat dibuat option agreement, dimana hak dan

kewajibannya sama dengan jika ia menandatangani AJB, hanya saja minus

tidak atau dapat dibalik nama Sertipikatnya (HMSRS).

b. bagi calon pembeli yang telah menikah, dibutuhkan persetujuan suami/istri

mereka, kecuali terdapat perjanjian pisah harta.

2. Premis, yaitu penjelasan awal mengenai perjanjian harus ditegaskan bahwa

Pengembang telah memiliki atau menguasai lahan tersebut secara sah dan tidak

sedang dalam keadaan dijaminkan. Lalu Pengembang juga telah mendapatkan
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ijin-ijin yang diperlukan oleh proyek tersebut sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Perumahan Rakyat tentang PPJB rumah.

3. Isi PPJB antara lain :

a. Harga jual dan biaya-biaya lain yang ditanggung konsumen;

b. Tanggal serah terima fisik ;

c. Denda keterlambatan bila pengembang terlambat melakukan serah terima

fisik kepada konsumen;

d. Spesipikasi bangunan dan lokasi;

e. Hak pengembang untuk membatalkan PPJB bila konsumen lalai;

f. Hak konsumen untuk membatalkan perjanjian, bila pengembang lalai akan

kewajiban dengan pembayaran kembali seluruh uang yang telah disetor

konsumen berikut denda-dendanya sebagaimana penyelenggara

pembangunan membatalkan perjanjian bila konsumen lalai melaksanakan

kewajibannya;

g. Penandatanganan akta jual beli haruslah ada kepastian tanggalnya;

h. Masa pemeliharaan sejak tanggal serah terima;

i. Persentase batas toleransi selisih luas/ukuran ± 15% (kurang lebih lima

belas persen), artinya tidak ada saling menuntut pembayaran antara

penyelenggara pembangunan dengan pembeli jika luas/ukuran unit satuan

rumah susun kurang atau lebih sebagaimana yang tercantum dalam

Sertipikat HMSRS;

j. Force Majeure, dalam kondisi bagaimana dapat dikatakan terjadi force

majuere dan apa konsekwensinya, secara hukum tidak ada pihak yang

tidak dapat dituntut akibat adanya force majeure, termasuk pengembang

tidak wajib mengembalikan uang, danpembelian dari pembeli;

4. Serah terima fisik

Setelah pembangunan rumah susun selesai dibangun, Ijin Layak Huni telah

diperoleh, maka penyelenggara pembangunan harus segera melakukan serah

terima fisik atas satuan rumah susun tersebut kepada para pembeli. Akan

tetapi tidak semua pembeli ingin secepatnya melaksanakan serah terima,

adapula yang ingin menunda-nunda serah terima sebab, setelah dilakukan
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serah terima fisik maka seluruh hak dan kewajiban atas satuan rumah susun

yang dibeli beralih kepadanya termasuk kewajiban membayar biaya

pengelolaan (service charge dan sinking fund) dan biaya-biaya lain (jika ada).

Untuk mengantisipasi keengganan melakukan serah terima fisik, lazimnya di

dalam PPJB diatur klausula serah terima yang kurang lebih berbunyi sebagai

berikut:

Bila mana pembeli tidak atau belum juga menandatangani Berita Acara
Serah Terima setelah diberitahu secara tertulis 3(tiga) kali berturut-turut
maka, pembeli dianggap telah menerima serah terima tersebut, dengan
memberi kuasa kepada pengembang untuk menandatangani Berita Acara
Serah Terima tersebut dengan kata lain hak dan kewajiban atau
penguasaan unit Satuan Rumah Susun itu dianggap telah beralih
sepenuhnya kepada pembeli.

Draft Berita Acara Serah terima fisik, harus memuat hal-hal yang

merupakan pengalihan fisik dan tanggung jawab termasuk beban terhadap biaya-

biaya yang timbul atas pengalihan tersebut, dibuat dengan bahasa yang jelas dan

tegas guna menghindari penafsiran ganda yang dapat menimbulkan perselisihan.

Dengan adanya klausula tersebut, maka Pengembang juga mendapat

jaminan kepastian mengenai pengalihan hak dan kewajiban yang ditanggungnya

kepada pembeli. Dengan adanya pemberian kuasa kepada Pengembang, maka

pembeli tidak bisa mengelak dari hak dan kewajiban atas satuan rumah susun

yang harus ditanggungnya.

Setelah dilakukannya serah terima satuan rumah susun dan pembeli telah

melunasi seluruh kewajiban pembayarannya, akan dilakukan penandatanganan

Akta Jual Beli (AJB). AJB merupakan salah satu bukti atau dokumen yang

menunjukkan proses peralihan hak dari penjual kepada pembeli yang telah

memenuhi prinsip tunau dan tuntas.

Dalam proses penandatanganan AJB harus memperhatikan dokumen

administrasi yang harus dipenuhi, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

suami/isteri, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah (bagi yang sudah berkeluarga) dan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada saat penandatanganan AJB, pejual dan

pembeli harus hadir di hadapan PPAT serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya
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dua orang saksi. Dalam hal salah satu pihak berhalangan untuk hadir, harus

memberikan kuasa kepada pihak lain dengan membuat Surat Kuasa tertulis.

2.1.5 Rumah Susun Sebagai Jaminan Hutang

Menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 UURS bahwa rumah susun dan satuan

rumah susun dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani Hak

Tanggungan.

Tatacara pembebanan Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 14 dan 15

UURS, dimana dilakukan dengan akta PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertipikat

hak bersangkutan. Tata caranya sama dengan pembebanan Hak Tanggungan yang

obyek pokoknya tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) oleh PPAT sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang belaku.

Dengan mengacu kepada Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) juncto Pasal 40 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah, maka untuk

memenuhi syarat publisitas yang merupakan salah satu syarat bagi sah dan

lahirnya Hak Tanggungan yang diberikan, PPAT yang membuat pembebanan Hak

Tanggungan tersebut selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya

pembebanan Hak Tanggungan tersebut, wajib menyampaikan APHT yang

dibuatnya berikut dokumen – dokumen yang bersangkutan seperti sertipikat

tanahnya (kalau yang dijaminkan rumah susun atau tanah tempat akan

dibangunnya rumah susun) atau sertipikat HMSRS (kalau yang dijaminkan satuan

rumah susunnya) kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan. Dan PPAT wajib

menyampaikan secara tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut

kepada para pihak yang bersangkutan. Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut

dilakukan dengan pambuatan Buku Tanah Hak Tanggungannya, diikuti dengan

penerbitan sertipikat Hak Tanggungan serta pencatatan adanya Hak Tanggungan

pada Buku Tanah dan sertipikat tanah rumah susun atau HMSRS yang dijadikan

jaminan.
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Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan tersebut Kantor Pertanahan

menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak

Tanggungan dan salinan APHT, yang membuktikan pemberian Hak Tanggungan

tersebut.

Kecuali diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah atau HMSRS yang

telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada

pemegang hak atas tanah/pemegang HMSRS yang bersangkutan. Sedangkan

sertipikat hak tanggungannya diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Namun di dalam prakteknya, sertipikat HMSRS tersebut di simpan dan dipegang

oleh pemberi pinjaman atau kreditur.

2.1.6 Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Sebagai tahap akhir dari kegiatan pelaksanaan penerapan rumah susun

adalah dibentuknya Perhimpunan Penghuni yang akan bertanggung jawab untuk

melakukan kegiatan pengelolaan atas lingkungan rumah susun.

Para penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan diri dari

kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah

bersama yang merupakan fasilitas pendukung berjalannya fungsi rumah susun.

Penggunaan dan pengelolaan objek kepemilikan bersama ini harus diatur dan

dilakukan oleh suatu Perhimpunan Penghuni yang diberi wewenang dan tanggung

jawab untuk itu. Oleh karenanya penghuni rumah susun wajib membentuk

Perhimpunan Penghuni yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola dan

memelihara rumah susun dan lingkungannya dan menetapkan peraturan peraturan

mengenai tata tertib penghunian.

Menurut peraturan perundang-undangan rumah susun, para pihak yang

terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan rumah susun adalah:

1. Penyelenggaraan pembangunan, dalam hal ini Pengembang;

2. Perhimpunan Penghuni, yang akan dibentuk oleh para penghuni (pemilik

unit) dengan dibantu oleh penyelenggara pembangunan dan dituangkan

dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang wajib

dipatuhi oleh para penghuni/pemilik;
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3. Badan Pengelola, yang akan ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni untuk

mengelola rumah susun tersebut dengan pembayaran biaya jasa yang akan

disetujui oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni. Badan

Pengelola ini dapat saja dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni sendiri, akan

tetapi lazimnya pengelolaan rumah susun diserahkan kepada Property

Manajement yang profesional.

4. Penghuni, dalam hal ini para pemilik unit satuan rumah susun yang akan

menjadi anggota Perhimpunan Penghuni dan memiliki hak suara dalam

menentukan jalannya pengelolaan rumah susun.

Ketentuan Pasal 57 ayat 4 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa,

Pengembang, sebagai penyelenggara pembangunan untuk tahap awal pengelolaan

rumah susun wajib bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara sampai

terbentuknya perhimpunan penghuni yang defenitif, yang dibentuk oleh para

penghuni. Lebih lanjut, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat tersebut diatur

dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni

termasuk Tata Tertib (house rule) penghunian dan pengelolaan.

Pengembang atau penyelenggara pembangunan adalah pemilik awal dari

suatu bangunan rumah susun dan lingkungannya. Lahirnya Penghunian atas

bangunan rumah susun dan lingkungannya dimulai sejak adanya pemilikan oleh

seseorang atau badan hukum atas satuan rumah susun yang diperoleh berdasarkan

suatu hubungan hukum yang bersangkutan dengan Pengembang (jual beli, hibah,

dll). Setelah bangunan rumah susun selesai dibangun dan Ijin Layak Huni telah

diperoleh, hubungan hukum ini ditindak lanjuti oleh Pengembang dengan

penyerahan fisik atas satuan rumah susun kepada pemilik (pembeli).

Perhimpunan Penghuni dibentuk melalui Akta Pembentukan, yang harus

dimintakan pengesahannya kepada Bupati atau Walikota daerah Tingkat II dan

khusus di DKI Jakarta oleh Gubernur. Pengertian akta disini adalah surat dan

bukan hanya surat yang dibuat didepan Notaris. Sehingga pembuatan Akta

Pembentukan Perhimpunan Penghuni tidak harus menggunakan Akta Notaris,

tetapi bisa juga dengan surat deklarasi pembentukan yang ditanda tangani oleh

peserta rapat umum anggota yang pertama kali diadakan.
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Didalam prakteknya, Perhimpunan Penghuni tidak mungkin langsung

dapat dibentuk begitu serah terima fisik dilakukan kepada Pembeli dan karenanya

Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 1988 mengatur tentang Perhimpunan

Penghuni Sementara yaitu Pengembang. Dan kepada Perhimpunan Penghuni

Sementara inilah dibebankan tugas pengelolaan awal dengan biaya sepenuhnya

ditanggung oleh Pengembang untuk minimal 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Kepada Pengembang selaku Perhimpunan Penghuni Sementara inilah

diamanatkan untuk membantu penyiapan terbentuknya Perhimpunan Penghuni

yang sebenarnya.

Perhimpunan Penghuni harus dibentuk pada saat penghunian sudah

dilakukan, sifatnya Perhimpunan Penghuni Sementara dimana yang ditetapkan

sebagai pengurus sementara adalah Penyelenggara Pembangunan. Oleh karenanya

penyelenggara pembangunan wajib mengantarkan pembentukan Perhimpunan

Penghuni definitif dalam waktu secepatnya. Kewajiban pembentukan

Perhimpunan Penghuni Sementara ini dibebankan kepada Penyelenggara

Pembangunan karena Penyelenggara Pembangunan adalah pihak yang

mempunyai dan mengetahui seluruh data awal dan informasi tentang:

1. data fisik rumah susun, berkenaan dengan objek kepemilikan perseorangan

dan objek kepemilikan bersama dalam gambar dan uraian (Pertelaan),

2. nama pemilik yang berhak menjadi anggota,

3. posisi kepemilikan satuan rumah susunnya,

4. hak-hak suara berdasarkan NPP-nya yang diperlukan untuk mengesahkan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal

59 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2),

5. data yang dimaksudkan dalam Pasal 29 PP Nomor 4 Tahun 1988 yang

menjadi salah satu acuan untuk menyusun Tata Tertib Hunian

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 PP Nomor 4 Tahun

1988.

Berdasarkan kewenangan dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 4

Tahun 1988 inilah Penyelenggara Pembangunan membantu menyiapkan

terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya dalam waktu yang
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secepatnya. Proses pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni adalah

sebagai berikut:

1. mengundang para Pemilik/Penghuni untuk menghadiri Rapat Umum Anggota

yang pertama kalinya;

2. menyiapkan daftar calon pengurus yang dilengkapi dengan hak suara

berdasarkan NPP;

3. menyiapkan rencana agenda rapat umum anggota;

4. menyiapkan draft akta pembentukan Perhimpunan Penghuni;

5. menyiapkan draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib

Hunian, yang ditawarkan kepada Pengurus terpilih sebagai acuan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian yang definitif;

6. memimpin sidang untuk yang pertama kalinya dengan agenda :

a. pemberian penjelasan kepada calon anggota tentang Perhimpunan

Penghuni yang akan dibentuk, dimulai dari hak-hak dan kewajiban

anggota, pemilihan pengurus, pembentukan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian, pembiayaan pengeloaan;

b. pendeklarasian pembentukan Perhimpunan Penghuni;

c. pemilihan Pengurus yang pertama;

7. membantu sebagai penyelenggara pemilihan Pengurus Perhimpunan

Penghuni.

Setelah Pengurus Perhimpunan Penghuni definitif terbentuk maka

mulailah rapat dijalankan dengan dipimpin oleh Pengurus tersebut, dengan

melanjutkan agenda yang sudah disetujui oleh forum antara lain tentang

pengelolaan dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata

Tertib Hunian.

Siapa yang berhak membentuk Perhimpunan Penghuni? Pasal 54 PP

Nomor 4 Tahun 1988 menegaskan bahwa yang berhak membentuk Perhimpunan

Penghuni adalah para penghuni lingkungan rumah susun, sedangkan

Penyelenggara Pembangunan hanya memfasilitasi pelaksaanaan pembentukan

Perhimpunan Penghuni. Calon anggota Perhimpunan Penghuni, adalah subjek

hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewa atau menyewa beli atau yang

memanfaatkan satuan rumah susun yang bersangkutan, yang berkedudukan
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sebagai penghuni dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 58 PP

Nomor 4 Tahun 1988.

Pasal 58 tersebut menyebutkan bahwa:

Dalam hal pemilik menyerahkan penggunaan Satuan Rumah Susun baik
sebagian atau seluruhnya pada pihak lain berdasarkan hubungan hukum
tertentu, wajib dituangkan dalam suatu Akta yang secara tegas
mencantumkan beralihnya sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban
penghuni beserta kewajiban lainnya.

Melihat ketentuan Pasal 58 PP Nomor 4 Tahun 1988 tersebut, maka Pemilik

tidak harus menyerahkan seluruh hak dan kewajibannya berkaitan dengan

keanggotaanya pada Perhimpunan Penghuni, terutama yang berkaitan dengan

kepentingan terhadap pemeliharaan objek kepemilikan bersama. Hal ini dapat

dimaklumi karena penghuni bukan pemilik akses kepada objek dimaksud, sifatnya

sementara dan terbatas selama yang bersangkutan berada dilingkungan rumah

susun. Sedangkan sebagai pemilik akses tersebut berlangsung terus menerus

selama yang bersangkutan menjadi pemilik, sehingga kepentingan untuk

terpeliharanya objek kepemilikan dimaksud menjadi sangat kuat.

Penghuni yang bukan pemilik dalam hal keanggotaan bersifat derivatif.

Dapat saja penghuni bukan pemilik tidak diberi kuasa oleh pemilik untuk ikut

membentuk Perhimpunan Penghuni atau dapat saja juga tidak diberi kuasa untuk

ikut menetapkan Pengurus dan bahkan tidak diberi kuasa untuk menetapkan biaya

pengelolaan.

Jadi pada dasarnya yang membentuk Perhimpunan Penghuni definitif

adalah pemilik yang pertama kali muncul sebagai penghuni. Penghuni yang bukan

pemilik posisinya dalam Perhimpunan Penghuni diatur berdasarkan Pasal 58 ayat

(1) PP Nomor 4 Tahun 1988, dimana yang bersangkutan menempatkan diri

berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemilik. Berdasarkan ketentuan dimaksud

pemilik menentukan hak dan kewajiban apa yang dikuasakan kepada penghuni

bukan pemilik dimaksud, sehingga posisi penghuni yang demikian hanya sebatas

kuasa yang tercantum dalam surat kuasa yang diberikan. Penghuni yang bukan

pemilik dalam hal keanggotaan bersifat derivatif.
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Penghuni bukan pemilik jika tidak memperoleh kuasa dari pemilik untuk

membentuk Perhimpunan Penghuni dengan sendirinya tidak berhak menjadi

pembentuk Perhimpunan Penghuni.

Penyelenggara Pembangunan yang pada saat Rapat Umum Anggota masih

menjadi pemilik unit, merupakan calon Anggota yang sama hak dan kewajiban

serta kedudukannya dengan para pemilik lainnya.

Fungsi Perhimpunan Penghuni adalah: 25

a. membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman;

b. mengatur dan membina kepentingan penghuni;

c. mengelola rumah susun dan lingkungannya.

Tugas Perhimpunan Penghuni adalah:26

a. mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun

oleh Pengurus dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);

b. membina para penghuni kearah kesadaran hidup bersama yang serasi,

selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;

c. mengawasi pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

d. menyelenggarakan tugas tugas administrasi penghunian;

e. membentuk dan mengawasi Badan Pengelola dalam pengelolaan rumah

susun dan lingkungannya;

f. menyelenggarakan pembukuan dan admninistrasi keuangan secara terpisah

sebagai kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. menetapkan sanksi terhadap terhadap pelanggaran yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Dalam mengatur pelaksanaan fungsi dan tugasnya, maka dalam setiap

pengambilan keputusan Perhimpunan Penghuni harus mengacu pada 2 macam

hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 PP. Nomor 4 Tahun

1988, yaitu:

25 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Susun, PP No. 4 Tahun 1988, Pasal 56.
26 Ibid., Pasal 59.
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a. untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan,

misalnya pembebanan biaya asuransi, biaya untuk perbaikan besar, dan

lain-lain, setiap pemilik diwakili dengan Nilai Perbandingan Proporsional;

b. untuk hal-hal yang berkaitan dengan penghunian rumah susun, misalnya

untuk memilih pengurus Perhimpunan Penghuni, menentukan besarnya

biaya pengelolaan, dan lain-lain, setiap pemilik akan diwakili oleh satu

suara.

Pengurus dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas keseharian dari

Perhimpunan Penghuni. Pengurus dipilih berdasarkan azas kekeluargaan oleh

anggota dan diantara anggota melalui Rapat Umum Anggota yang khusus

diadakan untuk itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pemilihan harus

dilakukan berdasarkan voting.

Yang menjadi anggota Perhimpunan Penghuni adalah subjek hukum yang

memiliki, memakai atau menyewa, atau menyewa beli, atau yang memanfaatkan

satuan rumah susun yang berkedudukan sebagai penghuni.

Hak dari Anggota Perhimpunan Penghuni adalah :

a. Memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk benda bersama,

bagian bersama dan tanah bersama secara aman dan tertib;

b. Mendapatkan perlindungan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga;

c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.

Kewajiban Anggota Perhimpunan Penghuni adalah:

a. mematuhi dan melaksanakan peraturan dan tata tertib dalam rumah susun

dan lingkungannya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

b. membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran;

c. memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama,

benda bersama dan tanah bersama.

Setiap penghuni dilarang :

a. melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan

keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
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b. mengubah bentuk dan atau menambah bangunan diluar satuan rumah

susun yang dimilik tanpa mendapat persetujuan Perhimpunan Penghuni.

Hak dan kewajiban dari Penghuni secara lebih rinci disusun dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan organisasai

Perhimpunan Penghuni dijalankan, serta Tata Tertib Hunian sebagai acuan dalam

memanfaatkan objek kepemilikan bersama.

Pasal 71 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus yang pertama kali dipilih,

dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni, dengan

mengacu pada ketentuan tentang hak suara yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2

dalam mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tersebut.

Bentuk dan isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib

Hunian harus disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi dari masing-masing

rumah susun. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga harus memuat susunan

organisasi, fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban Anggota serta tata tertib

hunian dan berdasarkan pada ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan petunjuk yang dikeluarkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

Atas dasar azas kebebasan berkontrak maka Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian sebagai suatu ketentuan untuk mengatur

kebersamaan pada suatu lingkungan sistim rumah susun, maka bebas ditentukan

oleh para Anggotanya asalkan tidak berisikan hal-hal yang bertentangan dengan

Undang Undang.

2.1.7 Badan Pengelola

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang

berupa pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan, serta

fasilitas sosial, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.27

Pengelolaan rumah susun/satuan rumah susun dilakukan sebagai berikut:

27 Ibid, Pasal 62.
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a. Pengelolaan satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai

dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh

Perhimpunan Penghuni (Pasal 63);

b. Pengelolaan rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh Badan

Pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni (Pasal 64);

c. Badan Pengelola yang dibentuk sendiri oleh Perhimpunan Penghuni harus

dilengkapi dengan unit organisasi, personal dan peralatan yang mampu untuk

mengelola rumah susun (Pasal 65).

d. Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni harus

mempunyai status badan hukum dan professional (Pasal 66);

e. Penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun wajib mengelola

rumah susun yang bersangkutan dalam jangka waktu sekurang kurangnya 3

bulan dan paling lama 1 tahun sejak terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas

biaya penyelenggara pembangunan (Pasal 67).

Tugas Badan Pengelola adalah:28

a. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan kebersihan dan perbaikan rumah

susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah

bersama;

b. mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian

bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan penggunaannya;

c. secara berkala memberikan laporan kepada Perhimpunan Penghuni disertai

permasalahan dan usulan pemecahannya.

Hak Badan Pengelola adalah:

1. Menerima pembayaran iuran pengelolaan atau service charge dari masing-

masing penghuni rumah susun;

2. Menerima pembayaran secara lumpsum dari penghuni rumah susun untuk

pengelolaan rumah susun.

Kewajiban Badan Pengelola adalah:

28 Ibid, Pasal 68.
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1. Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan kebersihan rumah susun dan

lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

2. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penghuni serta

penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan

peruntukannya;

3. Memberikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkala disertai

permasalahan yang ada dan usulan pemecahannya.

Sumber pembiayaan pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan

tanah bersama dibebankan kepada para penghuni atau pemilik rumah susun secara

proporsional melalui Perhimpunan Penghuni.29

Pembentukan Badan Pengelolaan diatur dalam Pasal 64 PP Nomor 4

Tahun 1988 dimana Perhimpunan Penghuni dalam melaksanakan pengelolaan

rumah susun dapat membentuk Unit Pengelolaan atau menunjuk Badan Pengelola.

Jika Perhimpunan Penghuni membentuk Unit Pengelolaan sendiri berarti

unit tersebut akan merupakan satu satuan kerja yang merupakan bagian dari

kegiatan atau fungsi Perhimpunan Penghuni yang ditugaskan kepada Pengurus.

Berarti satuan kerja ini merupakan bagian dari kepengurusan. Karenanya

Pengurus sehari-hari harus aktif mengawasi pelaksanaan kerja dari Unit

Pengelolaan ini. Pengurus harus mempertanggung jawabkan kepada Perhimpunan

Penghuni dalam forum Rapat Umum Anggota atas pengelolaan yang dilakukan

oleh Unit Pengelolaan.

Jika Perhimpunan Penghuni menunjuk Badan Pengelola yang

professional, maka Badan Pengelola tersebut merupakan suatu satuan kerja yang

berada diluar struktur kepengurusan. Badan Pengelola tersebut merupakan satuan

kerja yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pernghuni berdasarkan suatu perjanjian

kontrak kerja dengan Perhimpunan Penghuni untuk melaksanakan pengelolaan

rumah susun. Oleh karena bukan merupakan satuan kerja yang merupakan bagian

dari kepengurusan maka Pengurus berfungsi sebagai pengawas dari Badan

Pengelola tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban pengelolaan rumah susun

kepada Rapat Umum Anggota Perhimpunan akan terbagi atas 2 hal yaitu :

1. Pertanggung jawaban Pengurus sebagai Pengawas Badan Pengelola.

29 Ibid., Pasal 69.
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2. Pertanggugan jawab Badan Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan sesuai

dengan kontrak yang ada.

Dalam menetapkan Badan Pengelola oleh Perhimpunan Penghuni yang

harus diputuskan oleh Rapat Umum Anggota disamping menetapkan model

Pengelolaan, juga menetapkan besarnya biaya/iuran pengelolaan dan bagaimana

penggunaan iuran pengelolaan yang diterima dari Anggota. Rapat Umum Anggota

dapat memilih apakah:

a. memberikan mandat kepada Pengurus untuk memilih dan menetapkan suatu

Badan Hukum yang akan ditugasi sebagai Konsultan Pengelolaan atau sebagai

Badan Pengelola; atau

b. akan memilih langsung dari calon calon yang diajukan oleh Pengurus.

Model pengelolaan dengan membentuk Unit Pengelolaan sulit

dilaksanakan oleh Perhimpunan Penghuni jika yang akan menjadi objek

pengelolaan adalah suatu Lingkungan Rumah Susun yang dilengkapi dengan

objek kepemilikan bersama yang cukup kompleks dan memerlukan orang-orang

yang professional. Jika Perhimpunan Penghuni memilih model ini maka Pengurus

harus didampingi dengan konsultan yang mempunyai keahlian sebagai Building

Manager. Buliding Manager inilah yang sehari-hari melaksanakan kegiatan

building management yang antara lain membentuk satuan-satuan kerja untuk

melakukan pengelolaan. Kegiatan pengelolan yang dilakukan oleh Unit

Pengelolaan inilah yang harus dipertanggung jawabkan Pengurus kepada Rapat

Umum Anggota.

2.2 Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences

PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (PT. JSI) adalah suatu badan

hukum publik yang bergerak dibidang properti yanng berkedudukan di Jakarta

Selatan. PT. JSI telah berpengalaman dalam pembangunan high rise building baik

untuk hunian maupun non hunian (selanjutnya disebut “Pengembang”). Pada

tahun 2005, Pengembang membangun suatu lingkungan pemukiman dalam

bentuk bangunan bertingkat yang terdiri dari 2 (dua) tower yang terletak di Jalan

Setiabudi Selatan Raya Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dikenal dengan
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nama Setiabudi Residences. Pembangunan pemukiman tersebut dilakukan diatas

sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 328/Karet Kuningan, yang Hak Guna

Bangunannya akan berakhir pada tanggal 19-07-2018 (sembilan belas Juli dua

ribu delapan belas), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Karet Kuningan,

seluas 7.360 M2 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) seperti diuraikan

dalam Gambar Situasi tanggal 11-03-1996 (sebelas Maret seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor 1128/1996, yang peruntukannya sesuai dengan

rencana kota.

Peraturan pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa setiap pemilikan

tanah dengan luas 5000 m2 atau lebih harus memiliki SIPPT yang dikeluarkan

oleh Gubernur DKI Jakarta. Pengajuan permohonan SIPPT harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat permohonan, ditujukan kepada Gubernur

2. Mengisi formulir yang tersedia

3. Proposal rancang bangunan ( 3 Dimensi )

4. Rekomendasi Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

5. Ketetapan rencana kota dari Sudin tata kota

6. Foto lokasi yang dimohon

7. Referensi sumber pembiayaan ( Bank atau lainnya )

8. Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang ada dalam butir –

butir SIPPT diketahui oleh Notaris.

Sebelum pembangunan Apartemen Setiabudi Residences dilakukan,

Pengembang telah memperoleh SIPPT atas tanah tersebut sebagaimana ternyata

dari surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

pada tanggal 04-04-1996 (empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh

enam) Nomor 895/1.711.5.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan,

Ijin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di

wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan
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memperoleh IMB. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan oleh

Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu

bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan

sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan

Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar

Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-

syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Adapun maksud pemberian IMB adalah untuk :

a. Pembinaan

Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. IMB

dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau

badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar

dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

b. Pengaturan

Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan

sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturan-

peraturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka,

dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan

semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.

c. Pengendalian.

Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan-

bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan

peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja

diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan

perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa

dampak buruk bagi lingkungan.

d. Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau

badan.

IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui

oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang
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berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu

sebelum bisa diwujudkan.

Sedangkan tujuan pemberian IMB adalah untuk :

a. Melindungi kepentingan umum

Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak.

Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Misalnya,

kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas lahan hijau, tidak boleh ada

rumah yang dibangun di pinggir sungai. Semua itu terjadi karena

pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum

masyarakat.

b. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut

retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi,

segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbang

pendapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti daerah itu juga

akan mendapatkan pemasukkan yang berarti.

c. Selain itu, tujuan diperlukannya IMB adalah juga untuk menjaga

ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu

sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu

IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank.

Untuk mendapatkan IMB, pemohon harus datang ke Suku Dinas (Sudin)

Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan

didirikan, untuk mengajukan permohonan IMB. Syarat-syarat atau dokumen yang

harus dilengkapi oleh pemohon selain dari melengkapi berkas permohonan

adalah:

a. Form PIMB yang sudah diisi lengkap.

b. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku.

c. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Status Wajib Pajak

d. 1 (Satu) Lembar Foto Copy SIPPT.

e. 3 (Tiga) Set Foto Copy Sertipikat tanah yang sudah dilegalisir Notaris.

f. 8 (Delapan) Set Gambar Arsitek.

g. 1 (satu) Set Gambar TPAK Asli + 8 Set Blue Print.
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h. 2 (dua) Lembar Keterangan Rencana Kota/KRK (advis planning) Asli dan

8 (Delapan) Set blue print yang sudah di tanda tangani Kasudin+Kadis.

i. 2 (dua) Lembar Rencana Tata Letak Bangunan/RTLB (Blok plan) + 8

(Delapan) Set Blue Print yang sudah ditanda tangani oleh kasudin dan

kadis.

Proses, tahapan dan persyaratan pengurusan IMB adalah sebagai berikut:

I. Sidang TPAK (Tim Penilai Arsitektur Kota)

a. 1 (satu) lembar Keterangan Rencana Kota (Advis Planning).

b. 1 (satu) lembar Blok Plan asli khusus untuk konsultasi TPAK.

c. 1 (satu) lembar foto udara.

d. 3 (tiga) set gambar Arsitektur sesuai dengan ketentuan dan

ditandatangani oleh pemegang SIBP A.

e. 3 (tiga) set gambar Perspektif Proyek ukuran A3 berwarna.

f. SIBP A Arsitek yang sudah dilegalisir dan masih berlaku.

g. Rekomendasi AMDAL dari BPLHD Propinsi DKI Jakarta.

h. Sidang TPAK, Konsultasi Arsitek harus hadir (pro aktif).

II. Sidang TPKB (Tim Penilai Konstruksi Bangunan)

a. 3 (tiga) set hasil Soil Test.

b. 5 (lima) set gambar dan perhitungan struktur bawah (pondasi) dan

struktur atas (harus ditandatangani pemegang SIBP struktur A)

c. Photo Copy SIBP Struktur A & Geoteknika A yang masih berlaku dan

dilegalisir.

d. Konsultan Struktur harus pro aktif.

III. Sidang TPIB (Tim Penilai Instalasi Bangunan)

a. 5 (lima) set gambar dan perhitungan struktur bawah (pondasi) dan

struktur atas (harus ditandatangani pemegang SIBP struktur A).

b. Photo Copy SIBP M&E (A) yang masih berlaku dan dilegalisir yang

terdiri atas :

i. Bidang Listrik Arus Kuat (LAK).

ii. Bidang Listrik Arus Lemah (LAL).

iii. Bidang Tata Udara Gedung (TUG).

iv. Bidang Sanitasi Drainase dan Plumbing (SDP).
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v. Bidang Transportasi Dalam Gedung (TDG).

Setelah proses dan sidang tersebut dijalankan dan telah memenuhi

persyaratan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek

kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan maka IMB bisa diterbitkan.

IMB diterbitkan berupa Surat Keputusan dengan lampiran:

a. keterangan dan Peta Rencana Kota;

b. Gambar arsitektur;

c. perhitungan dan gambar struktur dan atau instalasi dan perlengkapannya

(bila ada); serta

d. Bukti Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

Untuk menerbitkan IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan

penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk

dapat melakukan pembangunan secepatnya maka Dinas menerbitkan dan

memberikan Izin Pendahuluan (IP) yang dapat dipakai untuk melaksanakan

kegiatan membangun. Dengan dikeluarkannya IP tersebut, penyelenggara

pembangunan diijinkan untuk membangun sampai dengan tahap-tahap pekerjaan

tertentu (misalnya sampai dengan pekerjaan pondasi, dan lain-lain). Dasar

acuannya adalah Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 147

Tahun 2000, tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan

Rencana Kota (KRK) dan Penetapan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan

pada seksi P2K Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai langkah awal proses

pembangunan lingkungan pemukiman Apartemen Setiabudi Residences tersebut,

Pengembang telah memperoleh Ijin Pendahuluan (IP) yang dikeluarkan oleh

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Dinas Penataan

Dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta, tanggal 14-06-2005 (empat

belas Juni dua ribu lima), Nomor 41/IP-STR/VI/2005). Berdasarkan IP tersebut,

Proses awal pembangunan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2005 oleh kontraktor

“SHMZ”. Setelah pembangunan berlangsung 6 (enam ) bulan, barulah Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) diperoleh, yaitu pada tanggal 09-12-2005 (sembilan

Desember dua ribu lima), berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 13730/IMB/2005.
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Setelah desain gambar selesai dan proses pengajuan perijinan kepada

intansi yang berwenang dilakukan, Pengembang melakukan pre-selling sebagai

market test guna mengetahui respon dari pasar terhadap produk yang akan

dibangun. Walaupun Pasal 18 ayat (1) UURS menetapkan bahwa satuan rumah

susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin

layak huni dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Akan tetapi dengan

berkembangnya kebiasaan pemasaran properti sebelum bangunan selesai

dibangun atau bahkan masih dalam tahap perencanaan, pemerintah merespons hal

tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 11/KPTS/1994, dimana satuan rumah susun yang masih dalam tahap

pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual-beli

pendahuluan melalui suatu perikatan jual beli satuan rumah susun.

Berdasarkan hal tersebut, setelah Pengembang memperoleh IP telah dari

pejabat yang berwenang, mulailah Pengembang melakukan kegiatan penjualan

secara terbuka dan menerbitkan surat pesanan. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan dana murah untuk membiayai pembangunan rumah susun atau lebih

dikenal dengan istilah self financing. Pembiayaan yang diperoleh dari pembeli

dapat berupa dana tunai (cash) maupun pembiayaan dari perusahaan perbankan

(Kredit Pemilikan Apartemen / KPA).

Setiap pembeli yang ingin melakukan pembelian satuan rumah susun

Apartemen Setiabudi Residences yang akan dibangun harus menandatangani

Surat Pesanan (Konfirmasi Unit Apartemen) yang berisi informasi umum yang

disetujui bersama tentang:

1. data pembeli (nama, alamat, nomor telepon, email);

2. yype unit dan lokasi/lantai satuan rumah susun yang dipesan;

3. nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;

4. harga jual satuan rumah susun;

5. cara pembayaran;

6. dan syarat-syarat tentang pengaturan pesanan;

Rumah susun Apartemen Setiabudi Residences terdiri dari 2 (dua)

bangunan rumah susun (Tower) , yang masing-masing terdiri dari 28 (dua puluh
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delapan) lantai dan 30 (tiga puluh) lantai, 3 (tiga) Basemen serta terdiri dari 300

unit satuan rumah susun dengan rincian sebagai berikut:

a. Unit 2 kamar : 144 unit dengan luasan antara 73, 75, 76, dan 99 meter

persegi netto.

b.Unit 3 kamar : 156 unit dengan luasan antara 126, 127, 128, dan 132

meter persegi netto.

Untuk kepentingan penjualan, luas satuan rumah susun yang digunakan

oleh Pengembang adalah luas semigross. Selisih luas semigross dengan luas netto

tidak lebih dari 10%. Didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pengembang dan

Pembeli telah setuju dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan atau klaim

apapun juga terhadap Luas Netto satuan rumah susun yang tercantum di dalam

Sertipikat HMSRS yang akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Harga Pengikatan yang dikeluarkan oleh Pengembang sudah termasuk :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pengalihan atas Unit

Apartemen yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

d. Biaya pengurusan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);

e. Biaya pengurusan gambar Pertelaan Satuan Rumah Susun atas Unit

Apartemen dan pengesahannya pada Instansi Yang Berwenang, termasuk

pembuatan pemecahan Sertipikat Satuan Rumah Susun atas nama

Pengembang;

f. Line teleepon dan Air Conditioner (AC);

g. Penyambungan daya listrik;

h. Biaya tempat parkir mobil;

i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun 2006 (dua ribu

enam).

Setelah Pembeli melakukan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari nilai transaksi, maka Pengembang akan menjadwalkan penandatanganan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Apabila dibutuhkan,

sebelum penandatangan akta tersebut, pembeli diberi kesempatan untuk

mempelajari draft PPJB yang akan ditandatangani. Segala pertanyaan dan
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masukan sehubungan dengan draft PPJB tersebut akan didiskusikan dan

diselesaikan secara musyawarah oleh Pengembang bersama-sama dengan pembeli

sebelum penandatanganan PPJB tersebut di hadapan Notaris. Sedangkan untuk

pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT, terlebih dahulu harus memenuhi

persyaratan adanya akta pemisahan atas satuan-satuan rumah susun untuk

pembuatan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun oleh kantor pertanahan

kabupaten/kotamadya yang bersangkutan.

Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli disebutkan bahwa Pengembang

harus menyelesaikan pembangunan rumah susun pada tanggal 31 Desember 2006

(selanjutnya disebut “Tanggal Penyelesaian”). Dalam hal Pengembang tidak dapat

menyerahkan satuan rumah susun pada Tanggal Penyelesaian, maka Pengembang

diberi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan. Apabila setelah lampaunya

perpanjangan waktu 3 (tiga) bulan tersebut belum juga dapat diserah terimakan,

maka Pengembang akan diberi perpanjangan waktu lagi selama 3 (tiga) bulan

serta dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari harga pengikatan yang telah

diterima oleh Pengembang. Namun, apabila pembeli ingin membatalkan

pembelian unit satuan rumah susun yang telah dipesannya, Pengembang akan

mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan oleh pembeli tersebut

ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari tanggal-

tanggal penerimaan uang. Sedangkan pajak-pajak yang berkaitan dengan

pembelian satuan rumah susun yang telah dibayarkan kepada Kas Negara tidak

dapat dikembalikan.

Akta jual beli atas satuan rumah susun baru dapat dilaksanakan di

hadapan PPAT apabila pembeli telah melunasi seluruh pembayaran harga

pengikatan dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan rumah susun tersebut,

menandatangani Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun dan membayar

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebelum penandatanganan akta jual beli hak milik atas satuan rumah

susun dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengembang, dapat dialihkan

kepada pihak lain dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

(lima juta Rupiah). Sedangkan untuk pengalihan kepada keluarga dengan garis
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keturunan satu derajat baik keatas maupun kebawah tidak dikenakan biaya

administrasi.

Pada fase akhir masa konstruksi dimana seluruh fasilitas gedung telah

berfungsi dimana fasilitas Mekanikak Elektrikal (ME), genset, listrik, system

alarm, instalasi pemadaman api, hydran, lift instalasi air bersih dan buangan air

kotor telah selesai, secara paralel SHMZ selaku kontraktor utama mengajukan

permohonan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) kepada instansi terkait. IPB adalah

ijin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud

selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan

dalam klausul-klausul dan ketentuan yang disebutkan dalam IMB yang telah

diterbitkan. Setiap bangunan yang telah selesai dibangun sebelum digunakan atau

dihuni harus terlebih dahulu mempunyai IPB. IPB diterbitkan dengan masa

berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah

tinggal.

Kelengkapan persyarat pengajuan IPB adalah sebagai berikut:

1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB

2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :

a. Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut

Koordinator Direksi Pengawasnya ;

b. Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja Direksi Pengawas ;

c. Laporan lengkap Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ;

d. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan

telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB.

3. Fotocopy IMB (1 set) yang terdiri dari :

a. Surat Keputusan IMB ;

b. Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ;

c. Gambar arsitektur lampiran IMB.

4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 s/d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita

Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan

bangunan, yang meliputi :

a. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/Genset,
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b. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb.)

c. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift),

d. Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor.

5. Foto bangunan,

6. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, railing

dan atau parapet).

7. Foto Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) yang telah dilaksanakan disertai

gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.

Setelah berkas-berkas tersebut diatas lengkap, penyelenggara

pembangunan dalam hal ini diwakili oleh kontraktor mengajukan ke Suku Dinas

Penataan dan Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat. Suku Dinas

akan membuat laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan

Bangunan Provinsi untuk penerbitan IPB. Petugas Dinas bersama petugas Suku

Dinas akan melakukan survei dan pemeriksaan bangunan sesuai dengan data-data

yang telah diajukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Permohonan IPB diajukan berbarengan dengan pekerjaan finishing dengan

alasan agar tenggat waktu penyelesaian pembangunan dapat sesuai dengan waktu

yang telah disepakati oleh para pihak dan agar tidak merugikan pembeli. IPB atas

Rumah Susun Setiabudi Residences dikeluarkan oleh pemerintah setempat pada

tanggal 27-12-2006 (dua puluh tujuh Desember dua ribu enam), berdasarkan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor

2981/IPB/2006.

Setelah IPB diperoleh, maka proses serah terima satuan rumah susun

kepada para Pembeli dapat dilaksanakan. Pengembang mulai mengundang para

pembeli untuk melakukan serah terima satuan rumah susun dengan mengirimkan

Surat Pemberitahuan Penyerahan pada akhir bulan Januari 2007. Proses serah

terima mulai dilakukan pada awal bulan Februari 2007 secara bertahap sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengembang.

Syarat serah terima satuan rumah susun adalah apabila Pembeli telah

melunasi seluruh kewajiban pembayarannya. Dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal Surat

Pemberitahuan Penyerahan, antara Pengembang dan Pembeli harus ditandatangani
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Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pembeli tidak

hadir untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima unit, maka Pembeli

dianggap telah menerima satuan rumah susun yang dibelinya dalam keadaan baik.

Dalam hal tersebut, Pengembang akan menandatangani Berita Acara Serah

Terima tersebut atas nama Pembeli selaku kuasanya sebagaimana Pembeli telah

memberikan kuasa untuk itu didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah

ditandatangani. Dengan demikian seluruh hak dan kewajiban atas satuan rumah

susun tersebut telah beralih kepada Pembeli kecuali pada satuan rumah susun

tersebut masih terdapat kekurangan atau cacat yang perlu diperbaiki, atau terjadi

ketidak sesuaian dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli.

Sejak tanggal penyerahan atau di tandatanganinya Berita Acara Serah

Terima Unit, maka segala resiko atas satuan rumah susun beralih kepada Pembeli

dan Pengembang tidak mempunyai tanggung jawab lagi terhadap satuan rumah

susun tersebut, kecuali untuk 3 (tiga) bulan masa pemeliharaan terhadap cacat

baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi dan/atau tidak berfungsinya

fasilitas-fasilitas di dalam satuan rumah susun. Perbaikan yang dilakukan oleh

Pengembang untuk memperbaiki cacat atau tidak berfungsinya fasilitas tersebut

dengan ketentuan:

a. Kewajiban tersebut hanya terbatas pada cacat atau kerusakan konstruksi yang

disebabkan oleh bahan bangunan dan/atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak

memenuhi spesifikasi;

b. Kerusakan-kerusakan dan/atau tidak berfungsinya fasilitas satuan rumah susun

tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Pembeli; dan

c. Pembeli belum mengadakan perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk

apapun terhadap Unit Apartemen yang bersangkutan.

Berkaitan dengan serah terima satuan rumah susun yang telah selesai

dibangun, dimana pembeli melakukan pembelian secara bertahap/cicilan dan

belum melunasi pembayaran, Pengembang memberikan peluang bagi pembeli

tersebut untuk melakukan serah terima satuan rumah susun yang dibeli dengan

menggunakan format Perjanjian Penjam Pakai yang intinya berisi tentang:
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1. Para pihak dengan tegas mengakui bahwa Unit Apartemen tersebut masih

merupakan milik Pengembang, sampai pembeli melakukan pelunasan

pembayaran dan ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PPAT;

2. Terhitung sejak tanggal pinjam pakai seluruh pajak, iuran, biaya dan beban

lain termasuk tapi tidak terbatas pada service charge, sinking fund, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), biaya pemakaian rekening listrik, air, telepon,

keamanan, kebersihan dan iuran-iuran lainnya, menjadi beban dan wajib

dibayar oleh pembeli/penerima pinjam pakai.

3. Pengembang sewaktu-waktu dapat membatalkan secara sepihak perjanjian

pinjam pakai apabila akta PPJB menjadi batal atau dibatalkan karena sebab

atau alasan apapun atau apabila pembeli/penerima pinjam pakai tidak

melunasi angsuran pembayaran berdasarkan ketentuan dalam akta PPJB;

4. Perjanjian pinjam pakai dibuat di bawah tangan.

Para pemilik/penghuni satuan rumah susun harus sudah membentuk

Perhimpunan Penghuni dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal

Selesai Pembangunan. Dalam hal para pemilik/penghuni gagal melakukan

kewajibannya tersebut, maka Pengembang untuk dan atas nama Pemilik berhak

membentuk Perhimpunan Penghuni dalam waktu secepatnya.

Selama Perhimpunan Penghuni belum terbentuk secara sah, maka Pembeli

terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima setuju untuk

menunjuk Pengembang atau pihak yang ditunjuk oleh Pengembang sebagai

pengelola sementara. Dan Pembeli setuju untuk tunduk pada Perjanjian

Pengelolaan dan mentaati semua peraturan tata tertib Apartemen yang akan

diberlakukan oleh pengelola sementara Perhimpunan Penghuni.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 PP Nomor 4 Tahun 1988, dimana

Perhimpunan Penghuni dibenarkan menunjuk Badan Pengelola yang profesional

untuk melakukan tugas pengelolaan atas satuan rumah susun, maka guna menjaga

kwalitas dan memberikan service yang baik kepada para pembeli rumah susun

Setiabudi Residences, Pengembang menunjuk PT. PI yang mempunyai

pengalaman dalam pengelolaan apartemen sebagai Badan Pengelola yang

bertanggung jawab terhadap pengelolaan sehari-hari Apartemen Setiabudi

Residences.
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Dalam tahap awal penghunian, biaya pengoperasian rumah susun menjadi

tanggung jawab Pengembang. Biaya pengelolaan yang terdiri dari service charge

dan sinking fund mulai ditagihkan sejak tanggal 1 April 2007 kepada para pemilik

satuan rumah susun yang telah melakukan serah terima fisik satuan rumah

susunnya. Besarnya biaya service charge adalah Rp. 13.500/m2 (tiga belas ribu

lima ratus rupiah per meter persegi) dan sinking fund sebesar Rp. 1.500/m2

(seribu lima ratus rupiah per meter persegi). Disamping biaya-biaya tersebut

didalam PPJB disebutkan bahwa selama Pengembang sebagai pengelola

sementara rumah susun tersebut, maka pembeli wajib memberikan uang jaminan

pengelolaan yang besarnya setara dengan 3 (tiga) bulan biaya pengelolaan

(service charge dan sinking fund). Adapun fungsi dari uang jaminan pengelolaan

tersebut adalah sebagai tabungan para Pemilik yang dititipkan kepada

Perhimpunan Penghuni Sementara untuk membayar biaya pengelolaan atau biaya

lainnya yang terhutang atas satuan rumah susun milik masing-masing Pembeli

apabila para Pembeli tersebut lalai atau sedang berada di luar kota, sehingga tidak

dapat melakukan pembayaran. Apabila uang jaminan tersebut terpakai untuk

membayar kewajiban terhutang Pemilik, maka Pemilik wajib mengembalikan

uang jaminan yang terpakai tersebut kedalam jumlah semula sehingga uang

jaminan tersebut akan tetap ada dalam jumlah penuh.

Undang-Undang mewajibkan Pengembang, sebagai penyelenggara

pembangunan untuk bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara sampai

terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang defenitif dan membantu menyiapkan

terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya. Sebelum dilakukan

pembentukan Perhimpunan Penghuni, pada bulan April 2009, Pengembang telah

menyampaikan surat kepada para Pembeli tentang kewajiban pembentukan

Perhimpunan Penghuni dengan melampirkan formulir calon pengurus yang akan

diusulkan oleh para Pembeli serta draft Anggran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga. Untuk memperlancar pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni,

Pengembang menunjuk konsultan properti yaitu PT CB untuk membantu

Pengembang dalam melaksanakan pembentukan Perhimpunan Penghuni

definitive dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta.
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Pelaksanaan Rapat Umum Anggota yang pertama untuk membentuk

Perhimpunan Penghuni dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2009, pukul 14.00 di

Sky Lounge Setiabudi Residences. Undangan rapat di kirimkan kepada seluruh

Pembeli 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya rapat dengan melampirkan

draft surat kuasa untuk Pembeli yang tidak dapat menghadiri rapat tersebut.

Salah satu agenda dalam rapat umum tersebut adalah pengesahan Susunan

Pengurus Perhimpunan Penghuni. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan

Pasal 57 ayat (1) PP No. 4 Tahun 1988 menyatakan bahwa anggota Pengurus

Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh para anggota

perhimpunan melalui Rapat Umum Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan

untuk keperluan tersebut.

Dan berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik, yang dimaksud dengan

Pengurus adalah kumpulan orang yang ditunjuk dan diberi amanat oleh anggota

Perhimpunan Penghuni untuk menyelenggarakan dan mengelola Perhimpunan

Penghuni.

Syarat untuk menjadi pengurus ialah para penghuni atau para wakilnya

yang sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:30

1. Warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

2. Berdomisili di rumah susun.

3. Berstatus sebagai penghuni yang sah di rumah susun.

4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang sah di rumah

susun.

5. Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan kerja yang baik.

6. Mampu bekerja sama dengan sesama Pengurus Perhimpunan Penghuni rumah

susun lainnya.

7. Mampu berinisiatif dan mencari sumber dana, baik dari dalam maupun di luar,

guna kebutuhan dan kepentingan penghuni rumah susun.

30Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 2 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2002) hal. 89.
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Mengacu pada persyaratan tersebut diatas, Perhimpunan Penghuni

Sementara telah menyarankan kepada para Pemilik untuk memilih calon pengurus

Perhimpunan Penghuni yang benar-benar tinggal di Apartemen Setiabudi

Resedences.

Kewenangan dan kewajiban pengurus Perhimpunan Penghuni menurut SK

Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan

Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional No.

6/KPTS/BKP4N/1995, tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun,

adalah sebagai berikut:31

1. Kewenangan pengurus :

a. Pengurus berwenang untuk membuat dan merubah aturan tata tertib dan

pengelolaan penghunian serta menentukan kebijaksanaan sesuai dengan

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni.

b. Pengurus berwenang untuk melakukan peringatan, teguran dan tindakan

lain terhadap penghuni yang melanggar atau tidak menaati aturan

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib,

keputusan rapat umum, keputusan rapat pengurus dan perjanjian dengan

badan pengelola.

c. Ketua dan sekretaris mewakili perhimpunan penghuni di dalam dan di luar

Pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, sesuai dengan

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan segala

tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan

dalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun tersebut.

2. Kewajiban dari pengurus :

a. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Perhimpunan

Penghuni.

b. Menyampaikan laporan kepada Perhimpunan Penghuni secara berkala

sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun atas pekerjaan badan pengelola.

31 Leks Blog, Kewenangan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun,
http://www.hukumproperti.com/kewenangan-pengurus-perhimpunan-penghuni-rumah-susun,
diunduh 6 Juni 2011
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c. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan

masalah penghunian Perhimpunan Penghuni, melaksanakan putusan rapat

umum perhimpunan penghuni.

d. Membina penghuni ke arah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi, dan

seimbang dalam Perhimpunan Penghuni.

e. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni

mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga serta perikatan perjanjian dengan badan

pengelola.

f. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah

dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan Rapat Umum Perhimpunan

Penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Anggaran

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni serta perjanjian dengan badan

pengelola, termasuk memohon bantuan dari Kantor Dinas Perumahan,

Pemerintah Daerah, dan pihak berwajib lainnya dalam menerapkan sanksi

bagi penghuni yang tidak mematuhi tata tertib penghunian.

g. Menjalin hubungan kerjasama baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan.

Sebelum rapat umum anggota itu dilaksanakan telah disosialisasikan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib penghunian yang

semuanya masih dalam bentuk draft. Draft-draft itulah yang akan menjadi rujukan

bagi para penghuni dalam rapat umum anggota dengan memberikan kesempatan

untuk mengusulkan perubahan dalam hal ini pengurangan atau penambahan draft-

draft tersebut sepanjang disetujui bersama dalam rapat yang akan diadakan untuk

itu dan hasil kesepakatan itulah yang akan menjadi rujukan para penghuni dalam

melaksanakan tata kehidupan di rumah susun. Kesempatan itu juga digunakan

untuk mengusulkan siapa-siapa calon yang akan menjadi pengurus perhimpunan

penghuni di antara mereka.

Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun

Apartemen Setiabudi Residences dibuat dihadapan Notaris Nyonya Grace Supena

Sundah Sarjana Hukum, dan telah menyetujui pembentukan Perhimpunan
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Penghuni yang definitif, Susunan Pengurus Perhimpunan Penghuni serta

pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Susun

Apartemen Setiabudi Residences. Ketua, wakil ketua dan bendahara Perhimpunan

Penghuni dipilih dari para pemilik yang bertempat tinggal di Apartemen Setiabudi

Residences tersebut.

Dalam rapat umum tersebut, Pengembang juga menyampaikan laporan

pertanggung jawaban pengelolaan mulai dari bulan Februari 2007 sampai dengan

bulan Juni 2009 dan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

JM. Dalam laporan keuangan tersebut tercermin bahwa Pengembang membayar

biaya service charge dan sinking fund untuk semua unit satuan rumah susun yang

belum laku terjual atau masih menjadi millik Pengembang. Rapat umum tersebut

menerima dengan baik seluruh laporan Perhimpunan Penghuni Sementara atas

pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan perhimpunan.

Hasil keputusan Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences tersebut dituangkan dalam Akta

Nomor 07, tertanggal 18 Agustus 2009. Dan selanjutnya Akta tersebut berikut

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Gubernur DKI

Jakarta, Fauzi Bowo pada tanggal 9 November 2009, dengan surat Pengesahan

Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Apartemen Setiabudi Residences,

Nomor 1714/2009.

Setelah Perhimpunan Penghuni terbentuk, maka segala masalah

pengurusan dan pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

menjadi tanggung jawab Perhimpunan Penghuni tersebut. Selanjutnya secara

berkala, Pengembang melakukan serah terima seluruh perijinan, aset dan

dokumen-dokumen yang menyangkut Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences tersebut.

2.3 Pembahasan Terhadap Permasalahan Hukum dalam Pembangunan
dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

2.3.1 Permasalahan hukum dalam pembangunan Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences
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a) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembangunan rumah susun baru

dapat dilaksanakan oleh Pengembang apabila Pengembang telah memperoleh

Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah setempat. Pembangunan rumah

susun dan lingkungannya tersebut harus dibangun dan dilaksanakan sesuai

dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai

dengan peruntukannya.

Berdasarkan IMB yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang

(Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor

13730/IMB/2005, tanggal 09-12-20), lobby Rumah Susun Apartemen

Setiabudi Residences adalah lobby terbuka. Akan tetapi karena faktor

kenyamanan dan keindahan, area lobby tersebut kemudian dirubah menjadi

tertutup. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan layout dan tampak

gedung. Atas perubahan tersebut, tidak dilakukan perubahan atas IMB.

Menurut hemat penulis, setiap perubahan yang mengakibatkan perubahan

layout dan tampak pada gedung wajib melakukan perubahan IMB. Apabila

tidak dilakukan perubahan dan suatu waktu terjadi pemeriksaan oleh pihak

yang berwenang, kemudian ditemukan adanya ketidak sesuaian layout dan

gambar tampak gedung, maka besar kemungkinan pemilik gedung akan

dikenakan sanksi atau denda oleh pihak yang berwenang. Permasalahannya,

apabila dikemudian hari dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang,

siapakah yang akan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, Pengembang

sebagai penyelenggara pembangunan atau Perhimpunan Penghuni?

b) Berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 4 Tahun 1988, Pengembang wajib

mengajukan permohonan Ijin Penggunaan Bangunan/IPB setelah

menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perijinan yang diberikan

(IMB). Pelaksanaan pengajuan IPB atas Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences, dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan belum selesai

seluruhnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, dimana Pengembang

harus menepati jadwal penyelesaian pembangunan, sebab untuk setiap

keterlambatan penyelesaian, Pengembang akan dikenakan denda sebesar 1%

(satu persen) per bulan yang harus dibayar kepada Pembeli.
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Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang sah-sah saja,

walaupun peraturan menyatakan pengajuan permohonan dilakukan setelah

bangunan selesai. Syarat utama yang harus diperhatikan adalah seluruh

fasilitas utama gedung seperti listrik, generator, lift, air, fasilitas keselamatan,

saluran pembuangan air kotor dan lain-lain sudah berfungsi.

c) Penyelesaian pembangunan rumah susun seharusnya mengacu kepada

pembangunan rumah susun secara keseluruhan termasuk fasilitas umum dan

fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan. Akan tetapi

penyelesaian dan serah terima Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

dilakukan secara parsial dan bertahap. Pekerjaan finishing lebih diutamakan

kepada satuan rumah susun yang telah laku/terjual dan fasilitas umum gedung

seperti, lift, air, listrik, line telepon, dll. Sedangkan penyelesaian unit-unit

yang belum laku dan fasilitas umum seperti kolam renang, tempat bermain

anak dan perpustakaan dilakukan kemudian. Dengan pelaksanaan serah terima

secara bertahap tersebut, kewajiban Pengembang untuk melakukan serah

terima satuan rumah susun kepada para pembeli dapat dilaksanakan sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan, guna menghindari pengenaan bunga

keterlambatan. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa tanggal penyelesaian

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam PPJB adalah grey area, dapat

dilakukan multi tafsir, apakah tanggal penyelesaian pembangunan tersebut

hanya mengacu kepada selesainya pembangunan satuan rumah susun saja atau

penyelesaian bangunan rumah susun secara keseluruhan.

2.3.2 Permasalahan hukum dalam jual-beli Satuan Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences

a) Jual beli satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengembang adalah secara

pemesanan lebih dahulu (indent). Pada hari pemesanan pembeli yang berminat

memesan menerima dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh

Pengembang. Akan tetapi surat pesanan yang dikeluarkan oleh Pengembang

tidak memenuhi persyaratan yang terdapat didalam bagian III butir 2 Kep

MENPERA, dimana surat pesanan tidak memuat informasi tentang luas

satuan rumah susun, spesifikasi bangunan, tanggal selesainya pembangunan
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sanksi keterlambatan pembayaran, dan informasi lainnya berkenaan rumah

susun. Surat pesanan juga tidak dilampiri dengan gambar yang menunjukkan

letak pasti satuan rumah susun yang dipesan.

Menurut pendapat penulis, seharusnya isi surat pesanan mengacu

kepada Kep MENPERA. Akan tetapi surat pesanan yang dikeluarkan

Pengembang belum memuat informasi yang berkaitan dengan penyelesaian

pembangunan, spesifikasi satuan rumah susun, sanksi dan gambar unit yang

dibeli. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pembeli sangat lemah

apabila Pengembang ingkar janji dikemudian hari. Lain halnya apabila jual

beli dilakukan untuk unit yang telah selesai dibangun.

b) Kep. MENPERA juga menyebutkan bahwa dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menandatangani Surat

Pesanan, para pihak harus menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

Akan tetapi pelaksanaan penandatanganan PPJB Rumah Susun Apartemen

Setiabudi Residences tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah menandatangani surat pemesanan, akan tetapi berdasarkan

pada ketentuan apabila pembeli telah melakukan pembayaran sebesar minimal

30% (tiga puluh persen) dari harga pengikatan sebagaiman dituangkan dalam

PPJB.

Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang

memang tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu penandatanganan

sebagaimana dimaksud dalam Kep. MENPERA, akan tetapi aturan yang

diberlakukan oleh Pengembang dapat diterima. Sebab jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari terlalu cepat sedangkan penetapan ketentuan pembayaran sebesar

minimal 30% (tiga puluh persen) dari harga pengikatan adalah wajar dan

lazim dilakukan dalam transaksi jual-beli property di Indonesia, walaupun

sebenarnya kebiasaan tersebut merugikan bagi pembeli, karena apabila terjadi

permasalahan atas unit yang dibeli dan pembeli belum menandatangani

dokumen apapun, maka posisi pembeli akan sangat lemah karena tidak ada

perjanjian yang bisa dijadikan pegangan.
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2.3.3. Permasalahan hukum dalam pengelolaan Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences

a) Untuk melakukan pengelolaan kepemilikan bersama rumah susun berupa

pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan, serta

fasilitas sosial, perlu dibentuk Unit Pengelola atau Badan Pengelola. Baik

buruknya pengelolaan suatu rumah susun tergantung dari peran serta dan

disiplin dari para pemilik/penghuni rumah susun tersebut.

Pengelolaan rumah susun erat hubungannya dengan biaya yang tidak

sedikit, dan biaya pengelolaan tersebut tidak dapat ditagihkan apabila satuan

rumah susun belum diserahterimakan kepada pemiliknya. Didalam PPJB telah

diatur bahwa setelah bangunan selesai dibangun, Pengembang akan

menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyerahan untuk melakukan serah

terima unit dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari kalender terhitung dari tanggal Surat Pemberitahuan Penyerahan, Para

Pihak akan menandatangani Berita Acara Penyerahan. Akan tetapi didalam

pelaksanaannya banyak Pembeli yang tidak memenuhi surat panggilan untuk

serah terima. Bahkan Pengembang sampai melakukan panggilan 2 atau 3 kali

kepada Pembeli

Kendala menghadirkan Pembeli untuk serah terima juga datang dari

Pembeli yang bertujuan melakukan investasi (Investor) dan berniat untuk

menjual kembali satuan rumah susun yang dibelinya kepada pihak ketiga.

Mereka enggan untuk membayar biaya pengelolaan dan sinking fund atau

biaya-biaya lain atas satuan rumah susun yang telah mereka beli, karena

mereka ingin menjual lagi kepada pihak ketiga.

Disamping itu, ada beberapa Pembeli yang enggan melakukan serah

terima dengan alasan adanya cacat (defect) atas satuan rumah susun yang

mereka pesan. Hal ini berdampak pada biaya pengelolaan dan sinking fund

yang tidak dapat ditagihkan. Sebab mereka tidak bersedia membayar biaya-

biaya tersebut sebelum perbaikan atas unit yang mereka pesan selesai

dilakukan.

Selain ha-hal tersebut diatas, ada juga pembeli yang menanggapi

panggilan tersebut akan tetapi meminta preoses erah terima di jadwal ulang.
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Penjadwalan ulang tersebut dilakukan berkali-kali. Kendala serah terima

satuan rumah susun dari Pengembang kepada Pembeli berdampak pada biaya

operasional rumah susun yang tinggi yang akan menjadi beban dan tanggung

jawab Pengembang. Semakin lama serah terima dilakukan, semakin besar

biaya yang harus ditanggung oleh Pengembang.

Munurut pendapat penulis, kesadaran para pembeli/penghuni akan hak

dan kewajiban mereka dalam kepemilikan rumah susun masih rendah.

Mereka tidak memahami bahwa kepemilikan dalam sistem rumah susun ada 2

yaitu:

i. Kepemilikan perseorangan, yaitu atas satuan rumah susun miliknya;

ii. Kepemilikan bersama, yaitu atas tanah bersama, benda bersama dan

bagian bersama yang dimiliki secara bersama-sama dengan pemilik

lainnya, sehingga dapat dinikmati secara bersama-sama dan karenanya

harus dirawat dan dibiayai secara bersama pula.

Bahkan ada pembeli yang dengan sengaja hendak menguntungkan

dirinya sendiri dengan tidak bersedia melakukan serah terima unit. Dengan

demikian ia tidak perlu membayar biaya pengelolaan sampai satuan rumah

susun yang mereka beli dijual kembali kepada pihak ketiga.

Hal ini tentu akan merugikan Pengembang, sebab biaya pengelolaan

atas unit-unit yang belum diserahterimakan akan menjadi tanggung jawab

Pengembang. Disamping itu, Pengembang juga harus bertanggung jawab atas

masa pemeliharaan selama 3 bulan setelah berita acara serah terima di

tandatangani, sementara masa pemeliharaan dari kontraktor telah berakhir. Hal

ini tentu akan menimbulkan biaya tambahan bagi Pengembang.

b) Setelah serah terima fisik satuan rumah susun dilakukan, maka seluruh hak

dan kewajiban atas satuan rumah susun yang dibeli beralih kepada pembeli

termasuk kewajiban membayar biaya pengelolaan (service charge dan sinking

fund) dan biaya-biaya lain (jika ada). Untuk kelancaran pelaksanaan

pengelolaan, Pengembang mengenakan uang jaminan pengelolaan kepada

para pemilik. Penerapan uang jaminan pengelolaan tersebut merupakan

inisiatif dari Pengembang guna menghindari sanksi pemutusan utilitas pada
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satuan rumah susun yang pemiliknya lalai melakukan pembayaran biaya

utilitas.

Menurut hemat penulis, pengenaan uang jaminan tersebut tidak lazim

untuk pengelolaan rumah susun hunian, uang jaminan umumnya diterapkan

untuk rumah susun sewa. Akan tetapi menurut pendapat penulis hal tersebut

tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena sudah disampaikan

sebelumnya dan seluruh pemilik satuan rumah susun menyetujui dan tidak ada

yang keberatan. Bahkan Perhimpunan Penghuni yang telah terbentuk tetap

meneruskan tradisi tersebut. Para pemilik beranggapan bahwa hal tersebut

akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah pembayaran kewajiban

terhutang mereka apabila mereka lupa dalam melakukan pembayaran atau

apabila mereka berada di luar kota dalam waktu yang cukup lama, sehingga

utilitas satuan rumah susun yang mereka miliki tetap dapat terjaga dengan

baik. Pengembang tidak menghadapi kendala dalam pemungutan uang

jaminan tersebut, sebab biaya tersebut dicantumkan didalam PPJB dan telah

dijelaskan oleh Pengembang kepada pembeli sebelum PPJB ditandatangani.

c) Berdasarkan ketentuan UURS, kewajiban untuk membentuk Perhimpunan

Penghuni tidak hanya semata-mata berada ditangan penghuni tetapi

Pengembang juga mempunyai kewajiban untuk membantu terbentuknya

Perhimpunan Penghuni tersebut.

Pasal 67 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa penyelenggara

pembangunan rumah susun wajib mengelola rumah susun yang bersangkutan

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1

(satu) tahun sejak terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas biaya

penyelenggara pembangunan.

Pengenaan biaya pengelolaan atas Apartemen Setiabudi Residences

diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 April 2007 dan ditagihkan kepada para

pembeli yang telah melakukan serah terima satuan rumah susun dan

menandatangani berita acara serah teruma unit sebagaimana ditentukan dalam

PPJB. Bagi para pembeli yang belum menandatangani berita acara serah

teruma unit, tidak dapat ditagih biaya pengelolaan, oleh karena itu beban biaya
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pengelolaan atas unit-unit yang belum diserah terimakan dan belum laku

terjual menjadi beban Pengembang.

Menurut penulis, kewajiban Pengembang untuk mengelola rumah

susun selama minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun setelah

terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas biaya Pengembang adalah sangat

memberatkan bagi Pengembang. Adalah wajar apabila Pengembang

bertanggung jawab atas biaya pengelolaan sampai dilakukannya serah terima

satuan rumah susun kepada pembeli, sebagaimana undang-undang juga

menyebutkan setelah serah terima fisik maka segala hak dan kewajiban atas

satuan rumah susun beralih sepenuhnya kepada pemilik.

2.3.4 Kendala yang dihadapi dalam pembentukan perhimpunan penghuni
Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

a) Setelah 1 (satu) tahun pengelolaan, Pengembang telah merencanakan

pembentukan Perhimpunan Penghuni defetitif, tetapi tidak terlaksana karena

mengalami kendala dalam mengumpulkan para pemilik/penghuni. Untuk

memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UURS, Pengembang

bekerjasama dengan konsultan properti dan dinas perumahan DKI Jakarta

untuk membantu melakukan pembentukan Perhimpunan Penghuni tersebut.

Hal ini mengakibatkan Pengembang harus mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit untuk jasa yang diberikan oleh konsultan tersebut.

Menurut hemat penulis, baik UURS ataupun PP Nomor 4 Tahun 1988

tidak menyatakan secara jelas mengenai pengaturan tenggang waktu bagi

pemegang hak atas satuan rumah susun untuk membentuk Perhimpunan

Penghuni. Para pemilik/penghuni merasa tidak berkewajiban untuk

membentuk Perhimpunan Penghuni namun undang-undang mewajibkan

Pengembang bertindak selaku Perhimpunan Penghuni Sementara dan

membantu para pemilik/penghuni untuk secepatnya membantu membentuk

Perhimpunan Penghuni definitif. Sebagai bentuk tanggung jawab Pengembang

untuk secepatnya membentuk Perhimpunan Penghuni, Pengembang menunjuk

konsultan property yang berpengalaman untuk membantu penyelenggaraan

rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni, walaupun untuk itu
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Pengembang harus mengeluarkan biaya tambahan. Dan pada tanggal 18

Agustus 2009 terbentuklah Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen

Setiabudi Residences, berdasarkan Akta Nomor 07, yang dibuat dihadapan

Notaris Nyonya Grace Supena Sundah Sarjana Hukum dan telah disahkan

oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada tanggal 9 November 2009

berdasarkan surat Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Apartemen Setiabudi Residences, Nomor 1714/2009.

b) Sebelum rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan, draft

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disampaikan oleh

Pengembang kepada para pembeli, namun tidak mendapat tanggapan sampai

rapat umum dilaksanakan. Pengembang akhirnya memasukkan pembahasan

draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut didalam agenda

rapat umum tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

merupakan rujukan bagi para penghuni dalam melaksanakan tata kehidupan di

rumah susun.

Salah satu hal yang patut dicermati dalam draft Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga adalah aturan mengenai voting right, dimana yang

memiliki voting right adalah pemilik, karena voting right akan berdampak

pada biaya. Mereka tidak memahami bahwa Anggaran Dasar mengatur

tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang berada di dalam rumah susun,

Anggaran Rumah Tangga mengatur mekanismenya dan Tata Tertib berkenaan

dengan pengelolaan rumah susun. Oleh karena itu, peran aktif dan kehadiran

para penghuni/ pemilik dalam rapat umum sangat penting.

Proses penunjukan calon pengurus Perhimpunan Penghuni juga

mengalami kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengembang

mengirimkan angket kepada seluruh pembeli/penghuni apakah mereka

bersedia untuk duduk sebagai pengurus atau mencalonkan pemilik/penghuni

lain sebagai pengurus. Masing-masing calon yang diajukan harus

menyerahkan CV mereka kepada Pengembang untuk di sosialisasikan kepada

penghuni yang lain. Angket tersebut hanya ditanggapi oleh beberapa orang

saja. Hal ini membuktikan bahwa para pembeli/penghuni tidak menyadari

bahwa tanggung jawab pengelolaan dan penghunian ada ditangan para
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pembeli/penghuni. Para pembeli/penghuni lebih bersifat pasif dan

menyerahkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan

penghunian tersebut kepada Pengembang.

Menurut pendapat penulis Pengembang telah berusaha dengan

maksimal untuk membentuk Perhimpunan Penghuni dan memberikan

informasi yang cukup kepada para pemilik/penghuni tentang pentingnya

segera dibentuk Perhimpunan Penghuni dan pentingnya segera disahkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Susun tersebut. Akan

tetapi kesadaran para pemilik/penghuni masih kurang, mereka beranggapan

bahwa kewajiban pengelolaan rumah susun dan segala kelengkapannya adalah

kewajiban Pengembang, mereka hanya wajib membayar biaya pengelolaan

saja. Padahal UURS dengan tegas telah menyatakan bahwa penghuni rumah

susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas untuk

mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni berkaitan dengan

pemilikan dan penghuniaannya. Perhimpunan Penghuni yang terbentuk

merupakan suatu badan hukum, yang susunan organisasi, hak dan

kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dan berhak mewakili para pemilik/penghuni baik di dalam maupun diluar

pengadilan.

Dalam hal Perhimpunan Penghuni belum terbentuk, maka rumah

susun akan dikelola oleh Pengembang dengan mengikuti semua aturan dan

ketentuan yang ditentukan oleh Pengembang, sehingga membuka peluang

adanya pelanggaran hak-hak para pemilik/penghuni.

c) Suksesnya pelaksanaan rapat umum ditentukan oleh jumlah kehadiran para

penghuni/pemilik. Apabila penghuni/pemilik yang diundang sedikit yang

hadir, harus dilakukan pengundangan kembali, maka ini menyangkut

pemborosan biaya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terlaksananya rapat

umum. Oleh karena itu, didalam undangan rapat, Pengembang telah

mencantumkan tatatertib rapat, dimana apabila jumlah pemilik/penghuni yang

hadir untuk pertama sekali tidak cukup atau kurang dari 50%, akan ditunda

selama 2 kali 30 (tiga puluh) menit, lalu berapapun jumlah pemilik/penghuni

yang hadir, maka rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan
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yang mengikat. Sebab jika tidak demikian maka rapat tidak akan pernah bisa

dilaksanakan.

Temuan penulis, dalam rapat umum pebentukan Perhimpunan

Penghuni kehadiran pemilik/penghuni adalah 28.98% dari seluruh Nilai

PerbandingN Proporsional. Kemudian rapat ditunda selama 30 (tiga puluh

menit). Setelah penundaan 30 (tiga puluh menit), rapat kembali dilanjutkan

dan jumlah korum kehadiran adalah 31,515% (tiga puluh satu koma lima ratus

lima belas persen) dari seluruh Nilai Perbandingan Proporsional. Kemudian

ketua rapat menunda rapat selama 30 ( tiga puluh) menit, namun terjadi

pembahasan. Dan atas kesepakatan bersama, rapat dilanjutkan dengan alasan

walau pun rapat ditunda tetap tidak akan kurang dari 50% (lima puluh persen)

dari seluruh Nilai Perbandingan Proporsional.

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang dan

seluruh peserta rapat pada saat itu tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sebab undang-undang tidak mengatur

korum kehadiran rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni.

Pengaturan korum kehadiran terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga, dimana kedua instumen tersebut belum disahkan pada saat

dilakukannya rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni. Korum yang

terdapat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berlaku untuk

rapat pengurus Perhimpunan Penghuni dan baru akan mengikat setelah

disahkan oleh Gubernur. Oleh karena itu, ketentuan korum yang dituangkan

oleh Pengembang dalam tata tertib rapat dapat diterima, apabila tidak, dapat

dibayangkan betapa sulitnya mengumpulkan para pemilik/penghuni dan

betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengembang untuk

membentuk Perhimpunan Penghuni tersebut.

Dari temuan-temuan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa ada aturan

didalam UURS dan peraturan pelaksanaannya yang disimpangi oleh Pengembang

dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Penyimpangan

tersebut disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalan PPJB atau perjanjian

lainnya, dimana hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
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Pada dasarnya, para penghuni rumah susun harus mempunyai kesadaran

akan kebersamaan, toleransi dan disiplin dalam bermasyarakat di dalam rumah

susun, sehingga pengelolaan dan pengoperasian rumah susun dapat berjalan

dengan baik untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dan nyaman bagi para

penghuninya.
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BAB 3

P E N U T U P

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

oleh Pengembang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UURS.

Pengembang telah memperoleh SIPPT pada tanggal 04-04-1996, nomor

895/1.711.5, IP pada tanggal 14-06-2005 nomor Nomor 41/IP-STR/VI/2005,

IMB pada tanggal 09-12-2005 Nomor 13730/IMB/2005 dan IPB yang

diterbitkan pada tanggal 27-12-2006 nomor 2981/IPB/2006. Perubahan

tampak dan layout lobby dari semula terbuka menjadi tertutup yang dilakukan

setelah bangunan selesai tidak dibarengi dengan perubahan IMB dimana hal

ini berpotensi sebagai objek pengenaan sanksi oleh instansi yang berwenang

dikemudian hari.

2. Penjualan Satuan Rumah Susun dilakukan oleh Pengembang sebelum

bangunan selesai (pre project selling) melalui sistem pemesanan lebih dahulu

melalui perikatan jual beli (PPJB). Akan tetapi isi Surat Pesanan belum

memenuhi ketentuan Kep. MENPERA, oleh karenanya kedudukan hukum

pembeli dalam hal ini sangat lemah. Sebagai perjanjian awal bagi

Pengembang dan Pembeli, surat pesanan seharusnya memuat semua informasi

yang ditetapkan dalam Kep MENPERA, sehingga kepentingan para pihak

dilindungi.

3. Dalam hal pengelolaan rumah susun, Pengembang telah menunjuk konsultan

professional sebagai Badan Pengelola. Sumber pembiayaan pengelolaan

dibebankan kepada para penghuni atau pemilik satuan rumah susun secara

proporsional. Pada tahap awal, besarnya service charge dan sinking fund

ditetapkan oleh Pengelola. Disamping itu, Pengelola juga menerapkan sistem

pengenaan uang jaminan pengelolaan sebagaimana yang dilakukan pada

rumah susun Sewa dengan tujuan untuk membantu para pemilik/penghuni
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dalam melakukan kewajiban pembayaran utilitas dalam hal mereka lalai

melakukan pembayaran guna menghindari pengenaan sanksi pemutusan

utilitas di unit mereka. Pengenaan uang jaminan pengelolaan tersebut dapat

diterima oleh para pemilik/penghuni.

4. Pengembang telah bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara

sebagaimana diamanahkan oleh UURS dan telah membantu penyiapan

terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang defenitif. Inisiatif pembentukan

Perhimpunan Penghuni seharusnya datang dari pembeli/penghuni, peran

Pengembang hanya sebagai fasilitator dalam membantu terbentuknya

Perhimpunan Penghuni tersebut. Para pemilik/penghuni kurang menyadari

akan pentingnya untuk segera membentuk Perhimpunan Penghuni yang

bertugas mengurus kepentingan bersama di lingkungan rumah susun. Atas

inisiatif Pengembang Perhimpunan Penghuni telah dibentuk melalui Akta

Pembentukan yang dibuat secara notarial dan selanjutnya disahkan oleh

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tanggal 9 November 2009

berdasarkan Surat Pengesahan Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Apartemen Setiabudi Residences Nomor 1714/2009, dimana sebagai

lampirannya disahkan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

rumah susun tersebut.

3.2 Saran

1. Pengembang harus melihat aspek legal sebagai syarat mutlak sebagai langkah

preventif dan proteksi terhadap masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi

di kemudian hari. Ketaatan terhadap aspek legal merupakan nilai tambah bagi

Pengembang dan merupakan selling point dimata buyer.

2. Pembangunan rumah susun sangat berkaitan erat dengan kepemilikan tanah

atau lahan serta perijinan. Oleh karenanya pengembang, pembeli dan

stakeholder terkait seperti pemerintah, bank, kontraktor, suplier dan pihak-

pihak lainnya harus memperhatikan segala aspek hukum dan legalitas yang

terkait dengan pembangunan dan traksaksi rumah susun.

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH UI, 2011.



86

Universitas Indonesia

3. Perangkat hukum harus dapat mengimbangi perkembangan dunia property,

khususnya peraturan mengenai rumah susun. Pemerintah selaku pencipta

produk hukum perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang telah ada guna mengantisipasi perkembangan

dimasa yang akan datang.
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